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ABSTRAK 
Nama  :  Abdul Rahim  
Nim  : 10100110001 
Judul               : Analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 
21/DSN-MUI/X/2001  dan Pendapat Yusuf Al – Qardhawi 
Tentang Asuransi. 
Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satupun ketentuan yang 
mengatur secara  eksplisit  tentang  asuransi.  Oleh  karena  itu,  asuransi  ini  
termasuk  masalah  ijtihadiyah. Artinya untuk  menentukan status  hukumnya  
apakah boleh  atau tidak,  diperlukan  peranan  akal  pikiran  para  ulama  ahli  
fiqih  melalui  ijtihad. Salah ulama yang telah mengeluarkan fatwahnya tentang 
asuransi ini adalah Yusuf al Qardhawi yang secara jelas mengharamkan praktek 
asuransi. Namun ide dari asuransi itu sendiri tidak di tolak oleh beliau, dengan 
syarat konsepnya disesuaikan dengan konsep syariah, untuk menjawab hal 
tersebut maka  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  
mengeluarkan  fatwan No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  asuransi  syariah  
membolehkan  asuransi  dengan  prinsip syariah. 
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  meneliti mengenai status hukum 
asuransi konvensional dan asuransi syariah melalui konsep pemikiran Yusuf al 
Qardhawi mengenai asuransi, Serta fatwa  DSN-MUI No.  21/DSN-MUI/X/2001  
tentang  asuransi  syariah, dengan pokok masalah : 1). Apa persamaan serta 
perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. 2)bagaimana pendapat 
Yusuf al Qardhawi tentang asuransi.3) apa dasar hukum yang digunakan oleh 
DSN-MUI dalam fatwa  DSN-MUI No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  asuransi  
syariah 
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan 
jenis  penelitian  kualitatif.  Karenanya, maka pengumpulan datanya  adalah 
dengan  menelusuri dan me-recover  buku-buku  dan tulisan-tulisan dalam bentuk 
lain yang  berkaitan dengan objek  penelitian.  Sumber data yang  digunakan 
dalam penelitian  adalah  data  primer,  yaitu pendapat Yusuf al Qardhawi tentang 
asuransi Syariah dalam bukunya Halal Wal Haram serta  Fatwa  DSN  MUI  
No.21/DSN-MUI/X/2001  tentang  asuransi  syariah, dan  data  sekunder,  berupa  
literatur-literatur  yang  ada  kaitan  dengan  permasalahan pokok  penelitian.  
Data  dikumpulkan dengan  menggunakan metode  dokumentasi. Kemudian  data-
data  yang  telah  terkumpul  dianalisis. 
Hasil penelitian menghasilkan beberapa temuan, yaitu: pertama, bahwa 
yusuf alQardhawi mengharamkan asuransi konvensional karena tidak sesuai 
dengan konsep kerja sama dalam syariah, tetapi pada dasarnya beliau tidak 
menentang ide asuransi itu, menurut beliau seperti pada asuransi kebakaran boleh 
apabila disesuaikan dengan konsep syariah, kecuali dalam konsep asuransi jiwa 
menurut beliau asuransi jiwa sudah sangat jauh. Kedua DSN-MUI dalam 
fatwanya menggunakan metode penemuan hukum dengan mendasarkan pada al-
Quran, al Sunnah dan kaidah fiqhiyah, meskipun nash-nash tersebut tidak 
menyebut asuransi secara eksplisit, namun secara implisit dan kontes pemahaman, 
nash-nash tersebut dapa dijadikan dalil tentang kebolehan asuransi syariah 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan kontemporer yang selama ini masih menjadi perdebatan 
dan masih hangat adalah seputar muamalah yaitu asuransi konvensional. Dewasa 
ini, asuransi sudah menjadi bagian dari kehidupan bahkan sebagian orang menjadi 
kebutuhan. Akibatnya, banyak para umat Islam yang memilih menggunkan 
asuransi untuk menjamin barang bahkan hidup mereka. 
Asuransi dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 
manusia yang tidak terbatas dan cenderung dan semakin meningkat, dan juga 
dimana  setiap manusia akan mengalami yang namanya musibah, baik musibah 
secara finansial atau fisik. Segala musibah yang menimpa manusia adalah 
kehendak Allah, yang tidak bisa kita cegah maupun kita hindari. Namun, musibah 
yang menimpa manusia bisa diperkecil resikonya dengan banyak menanam amal 
baik kepada sesama. Atau dengan membagi resikonya kepada pihak ketiga, dalam 
hal ini adalah Asuransi. Membagi resiko kepada pihak ketiga merupakan salah 
satu usaha untuk memperkecil beban terhadap keluarga atas resiko keuangan yang 
dialami. Meskipun dalam perjalannya, ulama menemukan beberapa indikasi 
keharaman dan mudharat bagi nasbah (klien). Oleh karena itu. Terjadi 
pertentangan dikalangan para fuqoha. Perbedaan ini juga disebabkan karena di 
dalam Al-qur’an dan Hadist sendiri yang merupakan sumber utama tidak 
menjelaskan hal tersebut di atas secara eksplisit. 
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Namun sebagai umat Islam, Tentu kita harus berpegang pada hukum 
agama kita. Bukan hanya dalam berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga dalam 
muamalah. Karena Tuhan telah menciptakan hukum Islam yang mempunyai 
kemampuan untuk menyesuaikan dalam menghadapi persoalan- persoalan islam 
masa kini.  
Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa 
kini dan tetap akan berlaku di masa yang akan datang. Dalam banyak hal, pola 
hukum Islam menyerahkan soal-soal rincian kepada akal manusia. Tentu saja akal 
itu bertaut dengan wahyu dan bidang yang luas yang telah ditetapkan sesuai 
fungsinya. Tidak adanya rincian inilah yang memberikan elastisitas luas kepada 
Islam.1 
Di dalam Al-quran dan hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur 
secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini dalam Islam 
termasuk bidang hukum ijtihad, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini 
halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqih 
melalui ijtihad.2 
Untuk itu banyak dari kalangan fuqaha yang memberikan pendapat 
dalam buku karangan mereka tentang asuransi, di antaranya Syekh M. Yusuf Al 
Qardawi dalam buku Halal Wal Haram dan Sayyid Shabiq dalam Fiqih Sunnah 
serta M. Nejatullah. Namun para Ulama berbeda pemahaman dalam memahami 
permalasahan asuransi, ada yang mengharamkan dan ada juga yang 
                                                            
1 M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima 
Yasa, 1997), hlm. 27  
2 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMI 
dan Takaful) di Indonesia, (Cet, III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 177  
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menghalalkan. Syekh M. Yusuf Al Qardawi menganggap bahwa asuransi itu 
haram disebabkan karna akad yang digunakan oleh asuransi itu tidak sah serta 
tidak sesuai dengan akad mudharabah dan mengandung unsur judi. Sayyid Sabiq 
sendiri berpendapat tentang asuransi jiwa yang menurutnya nyawa tidak pernah 
menjadi salah satu bahan untuk mendapat keuntungan. Disisi lain M. Nejatullah 
menulis mengenai asuransi dalam islam, ia memiliki pendapat yang agak berbeda dengan 
para ulama seperti Yusuf Al Qardawi dan Sayyid Sabiq. Beliau berpendapat bahwa 
asuransi berbeda dengan judi karena memiliki dasar yang berbeda, dan pada hakikatnya 
Islam tidak menentang adanya gagasan dalam hal penaggulangan risiko yang dapat 
diperhitungakan, seperti dalam masalah asuransi.3 
Namun terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, Asuransi saat ini 
memiliki peran yang sangat penting di berbagai lini, hal ini disebabkan karna 
lembaga asuransi merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh banyak 
orang, karna asuransi bergerak dalam bidang pengalihan risiko. Sedangkan semua 
orang memiliki suatu resiko yang tidak pasti kapan terjadinya dan resiko apa yang 
akan terjadi. 
Untuk itu lahirlah Asuransi yang berbasis syariah yang diatur sesuai 
dengan hukum-hukum Allah yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat islam.    
Khusus untuk Indonesia,MUI telah mengatur tentang bagaimana asuransi yang 
sesuai dengan prinsip syariah maka keluarlah fatwa dewan syariah No.21/DSN-
MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang juga menjadi 
pedoman bagi lembaran perdilan agama dalam memutuskan kasus asuransi 
                                                            
3 M. Nejatullah ash- Shiddiqie, Asuansi di dalam Islam, Alih Bahasa Ta’lim Musafir 
(Bandung: Penerbit Pustaka, 1987),  h. 5.  
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syariah yang baru saja menjadi salah satu kewenangan lembaga Peradilan Agama. 
meskipun demikian, asurasi syariah dari kalangan ulama masih menuai pro dan 
kontra, terutama produk asuransi jiwa. KH. Abdul Rahman Wahid sendiri 
berpendapat bahwa pada dasarnya system asuransi syariah sendiri sebenarnya 
system ekonomi kapitalis yang ditempeli dengan beberapa peraturan-peraturan 
syariah. Hal inilah yang kemudian menarik bagi penulis untuk menganalisa dalam 
sudut pandang ushul fiqih terhadap pendapat Yusuf Al Qardawi tentang asuransi, 
dan fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah yang 
menjadi aturan setiap lembaga asuransi berbasis syariah. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas sekaligus memperjelas 
masalah yang akan diteliti, maka dapat diidentifikasikan masalah yang hendak 
dikaji yaitu: “Bagaimana Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah No: 21/DSN-
MUI/X/2001 dan Pendapat Yusuf Al – Qardhawi Tentang Asuransi ? ” 
Adapun sub masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Apa persamaan serta perbedaan asuransi syariah dan asuransi 
konvensional? 
2. Bagaimana pendapat Yusuf Al Qardawi tentang Asuransi? 
3. Apa dasar hukum DSN-MUI dalam fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 
tentang asuransi syariah? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
Untuk menghidari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 
terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa arti 
kata dalam judul skripsi ini. 
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk 
perkaranya, dsb);4  
Fatwa (keputusan, pendapat) yg diberikan oleh mufti tentangt suatu masalah5 
Asuransi adalah pertanggungan, perjanjian antara dua pihak piahak yang 
satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan 
jaminan kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu terhadap yang 
diajaminkan.6 
Sedangkan asuransi syariah adalah pertanggugan antara dua pihak 
dengan konsep syariah 
Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN adalah merupakan dewan 
yang dibentuk oleh MUI yang bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-
lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam 
dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.7 
                                                            
4 “Ebta Setiawan”, KBBI Online. http://kbbi.web.id (14 Agustus 2014) 
5 “Ebta Setiawan”, KBBI Online. http://kbbi.web.id (14 Agustus 2014) 
6 “Ebta Setiawan”, KBBI Online. http://kbbi.web.id ( 2 juli 2014) 
7Muhammad Firdaus NH, dkk. Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer (Cet. I; 
Jakarta: Renaisan), h. 21.  
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Fatwa DSN MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 adalah merupakan fatwa 
tentang pedoman umum tentang asuransi, yang menjadi aturan bagi perusahaan 
dalam menjalankan bisnis asuransi syariah. 
Jadi maksud dari penulis mengenai judul mengangkat judul yang telah 
disebutkan adalah untuk menganalisa dalam sudut pandang hukum mengenai 
pendapat Yusuf al Qardhawi tentang asuransi, serta fatwa DSN MUI tentang 
asuransi syariah, supaya didapatkan pemahaman bagaimana hukum mengenai 
asuransi konvensional dan asuransi syariah. 
Jadi fokus penelitian penulis disini adalah fatwa Dewan Syariah nasional 
MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 dan pendapat Yusuf Al Qardawi mengenai 
asuransi. 
2. Deskripsi fokus 
Jadi adapun deskripsi fokus  yang dimaksud penulis yaitu bagaimana 
analisis ushul fiqih terhadap fatwa Dewan Syariah nasional MUI No: 21/DSN-
MUI/X/2001 dan pendapat Yusuf Al Qardawi mengenai asuransi.  
D. Kajian Pustaka 
Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 
referensi yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini, adapun referensi-referensi 
yang penulis maksud diantaranya: 
1. Halal wal haram karangan Yusuf Al Qardawi membahas persoalan-
persoalan syariah termasuk asuransi, dalam bukun ini Yususf Al Qardawi 
berupaya menarik garis batas yang tegas antara yang halal dan yang haram. 
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2. Asuransi dalam perspektif hukum Islam (Suatu tinjauan analisis historis, 
teoritis, & praktis) oleh AM. Hasan Ali, MA. Dalam buku ini membahas 
konsep dasar hukum Islam dan hubungannya dengan realita kekinian, 
mengenai asuransi konvensional dan syariah. 
3.  Hukum Asuransi Di Indonesia karya Wirjono Prajoko. Buku ini membahas 
mulai dari pengertian dari asuransi, sejarahnya, serta aturan-aturan tentang 
asuransi di Indonesia. 
4.   Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam karangan Hasan Ali adalah 
merupakan buku yang membahas asuransi yang susai dengan konsep 
syariah serta membandingkannya dengan asuransi konvensional. 
5. Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer yang disusun Dr Muhammad 
Firdaus NH sebuah buku yang mengkaji tentang ekonomi syariah 
berdasarkan fatwa-fatwa DSN. 
E. Metodologi Penelitian 
Untuk memudahkan penyususnan skripsi ini, maka penulis 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif, kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data 
dari buku-buku perpustakaan (library research) secara definitive, library research 
adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan berhadapan dengan 
berbagai macam literature sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. 
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Sedangkan deskriptif menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan 
dipaparkan. 
2. Metode Pendekatan 
a. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada 
hubunganya dengan  yang akan diteliti. Dengan memperhatikan ketentuan atau 
aturan yang telah ditetapkan syariat terdahulu. 
b. Pendektan yuridis Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang 
digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki 
korelasi dengan masalah yang akan diteliti. 
3. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini sesuai dalam jenis penggolonagannya yaitu library 
research maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang diperoleh dari 
perpustakaan melalui buku literatur, baik yang primer maupun sekunder 
Sumber data primer yaitu Al-Qur’an yang merupakan sumber utama 
dalam menentukan suatu hukum, kemudian fatwa DSN-MUI tentang asuransi  
syariah serta kitab Fiqh Halal wal Haram karangan Yusuf Al Qardhawi yang 
menjadi pokok utama dalam penelitian. Dan adapun data sekunder adalah buku-
buku literature yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap malalah yang di angkat oleh penulis. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode atau tekhnik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
library research. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan berbagai 
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sumber referensi yang telah ditentukan baik primer maupun sekunder dengan dua 
tehnik kutipan: 
a. Kutipan langsung, yaitu kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai literatur 
tanpa ada perubahan sedikitpun, baik redaksi amupun maknanya. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang pendapat atau tulisan dari berbagai 
sumber bacaan yang redaksinya sedikit berbeda dari sumbernya namun tidak 
mengurangi maknanya. 
5. Instrumen Penelitian 
Insrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 
menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti, karna penulis menggunakan 
metode library research maka instrument penelitian yang penulis gunakan adalah  
buku, maupun artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai 
dengan permasalahan yang penulis angkat. Kemudian menghimpun bebrapa 
pendapat para pakar maupun ulama untuk menemukan relevansinya dengan 
permaslahan yang penulis angkat. 
6.  Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu tehnik 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literature 
yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud data yang ada dalam 
kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara  
a. Editing  yaitu pemeriksaan kembali data data yang diperoleh dari segi 
kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan  makna antara yang satu dengan 
yang lain 
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b. Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka 
yang diperlukan. 
c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode 
yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan 
hasil jawaban dari rumusan masalah  
7. Metode pengolahan dan Analisis Data 
a. Metode induktif yaitu menganalisa data terkait dengan bertitik tolak dari teori 
yang bersifat khusus untuk mendapatkan resume yang bersifat umum 
b. Metode deduktif yakni menganalisa data umum menuju kesimpulan yang lebih 
detail. Dalam masalah ini, tolak ukurnya adalah Al-Qur’an serta hadits Nabi 
SAW. Yang mengisyaratkan kebebasan, persamaan dan keadilan dalam 
perspektif. 
c. Metode komparatif yaitu membandingkan beberapa data yang berbeda 
variabelnya untuk memperoleh kesimpulan yang lebih sahih serta akurat. 
Adapun analisis data yakni analisis kualitatif adalah teknik pengolahan 
data kualitatif (kata – kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau 
membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis 
teoritik. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menjelaskan apa persamaan dan perbedaan antara asuransi syariah dan 
asuransi konvensional? 
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b. Untuk menganalisa pendapat Yusuf Al Qardhawi  mengenai asuransi. 
c. Untuk menganalisa fatwa MUI tentang asuransi 
2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
a. Untuk memberikan pengetahuan lebih jauh kepada semua kalangan 
masyarakat tentang suransi syariah dan konvensional. 
b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan  
dengan bidang hukum islam. 
c. Disamping itu juga sebagai salah satu persyarat untuk meraih gelar sarjana 
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BAB II 
SEJARAH MUI DAN BIOGRAFI  YUSUF AL QARDAWI 
A. Gambaran Umum tentang MUI 
1. Sejarah berdirinnya serta Peran MUI 
MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, cendikiawan Islam di Indonesia 
untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh 
Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, 
bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.1 
Lahirnya MUI diawali dengan lahirnya “PIAGAM BERDIRINYA 
MUI” dalam musyawarah para Ulama, zu’ama dari berbagai penjuru tanah air. 
Kemudian, pertemuan tersebut dianggap sebagai Musyawarah Nasional Ulama I.2 
Ketika itu hadir 26 Ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 
ulama dari ormas besa dari tingkat pusat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), 
Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti,  Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, 
PTDI, DMI, dan Ittihadiyyah, 4 ulama dari dinas rohani Islam AD, AU, AL dan 
POLRI, serta 13 orang tokoh/cendikiawan yang mewakili pribadi.3 
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika Indonesia tengah berada 
pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energy bangsa 
                                                            
1“MUI”, Profil MUI. id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (Minggu 24 
agustus 2014) 
2 “MUI”,SelayangPandangMajelisUlamaIndonesia.www.erlangga.co.id/agama/7237sel
ayang-pandang-majelis-ulama-indonesia-mui.htm l(Minggu 24 agustus 2014) 
3 “MUI”,SelayangPandangMajelisUlamaIndonesia.www.erlangga.co.id/agama/7237sel
ayang-pandang-majelis-ulama-indonesia-mui.htm l(Minggu 24 agustus 2014) 
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telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli 
dengan masalah kesejahteraan rohani umat.4 
Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi berdirinya MUI. Yang 
pertama, sebagai respon atas kebangkitan kembali bagsa Indonesia setelah 30 
tahun merdeka. Kedua, keprihatinan terhadap sektarianisme yang amat 
mendominasi perpolitikan umat Islam di tahun 1970-an, sehingga mulai 
mengabaikan kesejahteraan rohani umat. 
Selain itu, tantangan global yang sangat berat yang ditandai oleh 
kemajuan sains dan teknologi, yang dapat menerobos sekat-sekat etika dan moral, 
serta serbuan budaya global yang didominasi alam piker Barat, juga pendewaan 
atas kebendaan  dan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek rohani umat, 
menjadi  titik tolak para ulama untuk memfungsikan kembali agama sebagai 
penggerak peradaban kehidupan umat manusia. Atas dasar itulah, landasan 
perjuangan MUI dirumuskan ke dalam lima peran utama, yaitu sebagai: 
1. Pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). 
2. Pemberi fatwa (mufti). 
3. Pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah). 
4. Gerakan kedamian dan pembaruan (Islah wa at- Tajdid). 
5. Penegak hal-hal yang baik dan pencegah dari hal-hal yang mungkar (Amar 
ma'ruf dan nahi munkar).5 
                                                            
4 “MUI”, Profil MUI. id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (Minggu 24 
agustus 2014) 
5 “MUI”,SelayangPandangMajelisUlamaIndonesia.www.erlangga.co.id/agama/7237sel
ayang-pandang-majelis-ulama-indonesia-mui.htm l(Minggu 24 agustus 2014) 
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Untuk menjalankan kelima peran tersebut maka MUI membentuk 
lembaga strategis yaitu: 
a. Dewan Syariah Nasional (DSN) 
Lembaga ini merupakan badan otonom MUI yang menjamin 
terlaksananya kegiatan perekonomian dan keuangan yang sesuai dengan syariah. 
Lembaga ini lahir sebagai respons atas kemajuan dalam perekonomian syariah di 
Indonesia yang ditandai oleh beridirinya badan-badan keuangan berbasis syariah, 
seperti perbankan syariah (yang dimulai oleh Bank Muamalat), takaful (asuransi 
syariah), juga Baitul Mal (badan keuangan nonperbankan syariah).6 
b. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Makanan dan Kosmetika (LP POM) 
Lembaga yang berdiri sejak 6 Januari 1989 ini mengurusi permasalahan 
hukum halal dan haram, baik dalam hal pangan, obat-obatan, makanan maupun 
produk kosmetika. Dalam Islam, masalah halal dan haram merupakan masalah 
penting yang bertalian dengan keimanan dan ketakwaan sebagai muslim yang 
utuh.7 
Badan inilah yang berwenang mengeluarkan sertifikat “HALAL” untuk 
produk-produk tersebut di atas. Namun, sebelum mengeluarkan sertfikat halal 
tersebut, badan ini menjalin kerja sama dengan para ahli untuk menilai kandungan 
suatu produk sebelum diputuskan statusnya menjadi halal atau haram.8 
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 
                                                            
6Muhammad Firdaus NH, dkk, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer (Cet. I; 
Jakarta: renaisan 2005) ,  h. 20. 
7 “MUI”, Profil MUI. id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (Minggu 24 
agustus 2014) 
8 “MUI”, Profil MUI. id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (Minggu 24 
agustus 2014) 
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BASYARNAS yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat 
Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada 21 Oktober 1993. Badan ini merupakan 
badan arbitrase Islam pertama di Indonesia. Perubahan BAMUI menjadi 
BASYARNAS dilakukan pada 24 Desember 2003 atas amanat MUNAS MUI 
pada tahun 23-26 Desember 2002.9 
BASYARNAS merupakan badan permanen dan independen yang 
berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam 
hubungan perdagangan dan industri keuangan, serta jasa keuangan syariah lainnya 
di kalangan umat Islam. Lembaga ini menjawab kehadiran perbankan syariah, 
asuransi syariah dan perkreditan syariah yang telah hadir sebelumnya.10 
d. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Lembaga 
PLH-SDA) 
Lembaga ini lahir paling bontot daripada lembaga-lembaga otonom 
lainnya, didirikan pada 23 September 2010, yang bertujuan untuk menjaga 
kelestarian lingkungan di tengah-tengah umat, terutama setelah melihat sektor 
pertambangan yang begitu besar dalam menyumbang kerusakan lingkungan dan 
sumber daya alam di Indonesia. 
Sebagaimana ajaran Islam, lingkungan dan sumber daya alam harus 
dijamin kelestariannya untuk menjamin masa depan kelangsungan hidup generasi 
mendatang. 
                                                            
9“MUI”, Profil MUI. id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (Minggu 24 
agustus 2014) 
10 “MUI”,SelayangPandangMajelisUlamaIndonesia.www.erlangga.co.id/agama/7237se
layang-pandang-majelis-ulama-indonesia-mui.htm l(Minggu 24 agustus 2014) 
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Sebagai lembaga yang mandiri, otonomi, dan independen, MUI 
membuka komunikasi kepada berbagai pihak, baik organisasi massa Islam, 
pemerintah, dari dalam maupun luar negeri. Dengan sifat sedemikian ini, dalam 
menjalankan roda organisasinya, MUI disokong pendanaan dari berbagai pihak, 
plat merah maupun bukan, asalkan sejalan dengan visi dan misi keberadaan MUI 
di tengah-tengah umat Islam Indonesia. 
2. Latar Belakang Berdirinya Dewan Syariah Nasional 
Sistem ekonomi Islam adalah merupakan alternatif  sejak berkuasanya 
sistem kapitalis dan sosialis, yang terbukti ketika krisis moneter melanda 
perekonomian dunia tahun 1997, perbankan Islam tidak goyang seperti perbankan 
konvensional lainnya, bahkan ada beberapa bank konvensional yang harus gulung 
tikar karena inflasi yang tidak bisa dikejar. Sedangkan perbankan syariah justru 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Maka kepercayaan terhadap sistem 
ekonomi syariah mendapat kepercayaan yang besar oleh masyarakat terutama di 
Indonesia.11 
Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah itu, maka di 
Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga yang khusus menangani masalah-
masalah yang terkait dengan sistem ekonomi syariah itu sendiri, agar tidak simpan 
siur dengan ketentuan yang ada dalam Al Quran dan Hadis Nabi. Maka Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
bidang keagamaan yang terkait dengan kepentingan umat Islam Indonesia 
membentuk satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh 
                                                            
11 Muhammad Firdaus NH, dkk, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer,  h. 20.   
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lembaga-lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank lembaga-lembaga 
keuangan syariah. Lembaga itu dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) 
yang berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan SK. Majelis Ulama 
Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999. Lembaga ini secara umum bertugas untuk 
mengawasi serta mengarahkan semua lembaga keuangan syariah supaya tetap 
menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan perekonomian serta 
keuangan. 12  Oleh sebab itu, sangat diharapkan DSN mampu menjalankan 
perannya secara proaktif dalam menanggapi  perkembangan masyarakat 
Indonesia, supaya sistem ekonomi syariah dapat tersosialisasikan dengan baik. 
3. Dasar Pemikiran Serta Tugas dan Wewenang DSN 
Berdasarkan SK Dewan Pimpianan MUI tentang pembentukan Dewan 
Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/99, maka dasar  pemikiran serta 
tugas dan wewenang telah diatur sebagai berikut: 
a. Dasar Pemikiran 
1. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di 
tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengurus Syariah pada setiap lembaga 
keuangan dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan 
menampung berbagai masalah  /kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh 
kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah 
yang ada di lembaga keuangan syariah.13 
                                                            
12 Muhammad Firdaus NH, dkk, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer,  h. 21. 
13 Muhammad Firdaus NH, dkk, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer,  h. 21 
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2. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan 
kordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan 
masalah ekonomi/keuangan 
3. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong 
penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi 
4. Dewan Syariah Nasional berperan secara proaktif dalam menanggapi 
perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan 
keuangan.14 
b. Tugas dan Wewenang 
1. Dewan syariah bertugas sebagai berikut: 
a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk 
usaha bank, asuransi, dan reksa dana.15 
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.16 
2. Dewan syariah nasional berwenang sebagai berikut: 
a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga 
keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 
                                                            
14 Muhammad Firdaus NH,  dkk,  Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer,  h.22-
23 
15 Ma’shum’s Blog http://maxzhum.wordpress.com/2009/04/22/fungsi-dewan-syariah-
nasional-dan-dewan-pengawas-syariah 
16 Muhammad Firdaus NH,  dkk,  Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer,  h. 23 
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b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan 
BI. 
c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang 
akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. 
d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan 
dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga 
keuangan dalam dan luar negeri. 
e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. 
f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan 
apabila peringatan tidak diindahkan.17 
B.  Biografi Yusuf Al Qardhawi 
1. Sejarah Hidup dan Pendidikan Yusuf al Qardhawi 
Dikalangan pemikir islam, Yusuf Al Qardhawi dikenal sebagai ulama 
dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa. Kapasitas keilmuan al Qardhawi 
sesungguhnya tidak lepas dari latar belakang keluarga dan penmdidikan di 
tempuhnya. Ia dilahirkan dari sebuah keluarga sederhana  dengan nama lengkap 
Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf,18 yang kemudian popular dengan Yusuf al 
                                                            
17 Muhammad Firdaus NH, dkk, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer,  h. 23-
24 
18 Al Qardhawi menceritakan bahwa namanya diambil dari nama pamannya yang 
meninggal sebelum mempunyai anak, nama Yusuf  yang diberikan kepada pamannya yang 
diambil dari nama kakeknya, dalam hal ini kakek dari ayahnya. Oleh sebab itu, nama lengkap 
kami, demikian  katanya adalah Yusuf  bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, Ibn al Qaryah wa al 
Kuttab (Kairo : Dar al Syuruq : 2002), h. 104.  
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Qardhawi, di sebuah desa terpencil pedalaman Mesir, Shaft al Turab tepatnya 
pada 9 september 1926. 
Al Qardhawi dilahirkan dari pasangan suami istri yang sangat sederhana 
dan taat beragama. Ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan 
baik, karena tepat usianya mencapai 2 tahun , ayah yang dicintainya telah 
dipanggil sang khaliq. Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan 
dibesarkan oleh ibu kandungnya, kakek dan pamannya meninngal dunia, ia diasuh 
dan dibesarkan oleh ibu kandungnya, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat 
duduk ditahun keempat ibtidaiyyah al Azhar, ibunya juga dipanggil maha kuasa, 
dan saat itu usianya menginjak lima belas tahun. Beruntung ibu yang dicintainya 
masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini menyelesaikan hafalan al-qur’an 
dengan bacaan yang sangat fasih.19 
Di usianya yang baru menginjak sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah 
hafal al-qur’an di bawah bimbingan seorang guru yang bernama Syeh Hamid di 
Kuttab, 20  Al Qardhawi menuturkan bahwa syeh Hamid mulai mengajarkan 
kepadanya hapalan al-qur’an dari juz Amma. Dengan modal kemampuannya yang 
menghafal al-qur’an, al Qardhawi banyak memperoleh kemudahan, diantaranya ia 
mendapat beasiswa sari pendidikan Provinsi al Gharbiyyah. 
                                                            
19 Erwin Hafid,  Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al 
Qardhwi  (Makassar: Alauddin Pres,2013),  h. 150-151  
20Erwin Hafid,  Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al 
Qardhwi,  h. 151 
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Disaat usianya yang sudah mencapai empat belas tahun al Qardhawi 
secara resmi mendaftarkan dirinya bergabung menjadi anggota al Ikhwan al 
Muslimin.21  
Setelah menamatkan pendidikan ibtida’iyyah, al Qardhawi melanjutkan 
studinya pada tingkat tsanawiyah di lembaga yang sma pada saat itu usianya 
menginjak delapan belas tahun, selama belajar pada jenjang tersebut hari-harinya 
tidak saja diisi untuk mempelajari berbagai mata pelajaran di sekolah, tetapi juga 
disibukkan dengan berbagai kegiatan dakwah, baik dikampungnya maupun 
ditempat-tempat lain. 
Belum selesai studi pada tingkat tsanawiyah, pada 8 desember 1948 
organisasi Ikhwan al Muslimin, tempat dia menimba pengalaman dibubarkan dan 
beberapa aktivisnya ditahan termasuk al Qardhawi, akibat penahanan ini ia tidak 
dapat mengikuti ujian ahir gelombang pertama, akan tetapi ia sempat mengikuti 
gelombang kedua, dari hasil ujian tingkat tsanawiyah beliau meraih peringkat 
kedua dari seluruh peserta ujian tsanawiyah pada saat itu.22 
Setelah berhasil mendapatkan ijazah tsanawiyah ( setingkat aliyah atau 
SMU di Indonesia) al Qardhawi tetap berpegang pada cita-citanya untuk tidak 
meninggalkan al Azhar, akhirnya ia memilih fakultas Ushuluddin dengan bidang 
al-qur’an dan Sunnah, dan pada tahun kedua kuliahnya ia termasuk salah satu 
                                                            
21 Erwin Hafid,  Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al 
Qardhwi, h. 52-53 
22 Erwin Hafid,  Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al 
Qardhwi,  h.54-55 
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seorang yang memelopori pembentukan senat fakultas sebagai wadah 
perkumpulan mahasiswa, yang ketua senatnya MannA’ al Qathtan .23 
Pada tahun 1951 ketika pemerintahan partai al Wafd membatalkan 
perjanjian dengan Inggris, suhu politik Mesir suhu politik pada saat itu semakin 
memanas, al Qardhawi sebagai bagian dari organisasi Ikhwan al Muslimin pada 
saat itu yang menyerukan api jihad kepada masyarakat dan sasaran utamanya 
pemuda-pemuda. Demikian banyak aktifitas yang digelutinya pada masa-masa 
kuliah, namun hal tersebut tidak membuat dirinya ketinggalan dibandingkan 
teman-teman lainnya. Dan tahun 1953 beliau berhasil mendapatkan ijazah strata 
satu  kemudian melanjutka pendidikannya kejurusan bahasa arab selama dua 
tahun, dan disini ia mendapat ijazah internasional dan sertifikat tenaga pengajar.24 
Pada 1957 al Qardhawi melanjutkan studinya ke lembaga tinggi asset 
dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama tiga tahun, 
kemudian pada tahun 1960 al Qardhawi melanjutkan studinya di pascasarjana 
universitas al Azhar di kairo dan mengambil jurusan tafsir hadis. 
Selanjutnya al Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke program doctor 
pada universitas yang sama, semula diperkiran selesai dalam waktu dua tahun, 
namun perkiraan tersebut melset karena sejak tahu 1968 hingga 1970 dia ditahan 
oleh penguasa militer mesir atas tuduhan pro terhadap Ikhwan al Muslimin setelah 
bebas dari tahanan dia hijrah ke Daha Qatar, di tempat ini ia tidak saja 
menjalankan tugas sebagai guru dan sebagai imam masjid, dikota ini pula al 
                                                            
23 Erwin Hafid,  Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al 
Qardhwi,  h. 57 
24Erwin Hafid,  Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al 
Qardhwi,  h. 59 
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Qardhawi bersama Abdul Muis mendirikan Ma’had al Diniy, dan inilah cikal 
bakal lahirnya fakultas syariah Qatar yang didirikannya bersama Dr. Ibrahim yang 
kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar.25 
Gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1973 dengan desertasi 
berjudul al Zakah wa Asaruha fi hall masyakil al-ijtimaiyyah (Zakat dan Dampak 
dalam Penanggulangan Problematika Sosial), yang kemudian diterbitkan dan 
disempurnakan dengan judul fiqh al Zakah.26 
Seperti yang dijelaskan al Qardhawi lahir dan dibesarkan pada masa-
masa Mesir berada di bawah kekuasaan Inggris, karena ia baru merdeka pada 
tahun 1952 M. Benih-benih perlawanan terhadap kekuasaan sing yang menguasai 
Mesir sebenarnya sudah berlangsung begitu lama, terlebih ketika warga Mesir 
kedatangan seorang tokoh pejuang dan pembaharu Jamaluddin al Afghani (1839-
1897 M) 27yang sempat bermukim di Mesir selama delapan tahun.28 
Pengelolaan politik dan bertiupnya angin pembaharuan yang terjadi di 
Mesir sebelum al Qardhwi lahir, ternyata kelak member pengaruh yang tidak kecil 
kepada al Qardhawi. Oleh karena itu, ketika jamaah Ikhwan al Muslimin berunjuk 
rasa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada 
penjajah.29 
                                                            
25Erwin Hafid,  Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al 
Qardhwi,  h. 59-60 
26 Erwin Hafid,  Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al 
Qardhwi, h.150-151 
27Madjid, Islam kemoderenan dan keindonesiaan (Bandung:Mizan 1998), h. 310 
28 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam  Islam (Jakarta : Bulan Bintang : 1982) , h. 
53. 
29 Harun Nasution,  Pembaharuan Dalam  Islam, h. 64. 
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Pada 8 oktober 1951, pemerintah partai al wafid menganulir perjanjian 
dengan Inggris yang ditandatangani pada tahun 1936. Saat itu perdana menteri 
Mustafa Nahhas Pasha menyampaikan pidatonya yang mengatakan : ”Demi 
Mesir, dulu kita menyepakati perjajian tahun 1936, dan demi Mesir kami meminta 
agar saat ini perjanjian dengan Inggris dibatalkan”. Pembatalan perdamaian ini 
disambut baik oleh rakyat Mesir dan  majalah al Da’wah memuat pernyataan 
dukungan al Ikhwan al Muslimin terhadap deklarasi pembatalan perjanjian itu dan 
segera ambil bagian dalam menyerukan perjuangan bersenjata dan jihad melawan 
Inggris. 30  Sehingga terjdilah pemberontakan oleh warga mesir termasuk 
didalamnya Yusuf al Qardhawi. Sehinnga pada 23 juli 1952 berhasil menjatuhkan 
kekuasaan dinasti Muhammad Ali dikancah politik Mesir yang merupakan boneka 
Iggris. 
Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga 
sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, 
khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan 
rezim saat itu. 
Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai 
seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk 
menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan 
masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus 
ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. 
                                                            
30 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam  Islam, h. 64 
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Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang 
nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia 
juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang 
keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. 
Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro 
di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan 
yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. 
Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa 
membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh 
anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan 
menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan 
umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi 
merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. 
Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang 
memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, 
menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam. 
Demikian sekilas gambaran situasi politik dan social Mesir yang tentu 
saja sangat berpengaruh bagi al Qardhawi, karna beliau terlibat langsung di 
dalamnya, yang menunjukkan bahwa beliau salah seorang pejuang Islam. 
2. Aktifitas Keilmuan dan Karya Intelektual Yusuf al Qardhawi 
Al Qardhawi termasuk salah seorang ulama yang dalam sejarah 
hidupnya telah meniti banyak karier, baik formal maupun non-formal. Karier atau 
aktivitasnya yang tergolong formal, antara lain, adalah pernah menjabat sebgai 
tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah menengah di 
Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan 
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peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu, dalam meningkatkan mutu 
pendidkan, beliau memberikan metode baru dengan mengkorelasikan materi 
pelajaran agama dengan umum yang relevan, seperti tauhid , tafsir, ilmu bahasa, 
dan sebaliknya.31 
Dengan didirikannya fakultas tarbiyah pada tahun 1973, yang 
merupakan cikal bakal universitas Qatar, al Qardhawi dipercaya membuka jurusan 
studi Islam dan sekaligus ditunjuk sebagai ketua jurusannya. Kemudian 1977 dia 
mendapat tugas memimpin pembukaan fakultas syariah dan studi Islam, sekaligus 
menjadi dekan fakultasnya, jabatan ini diembannya hingga akhir tahun ajaran 
1989-1990. 
 Tahun 1990/1991, al Qardhawi oleh pemerintah Qatar untuk menjadi 
dosen tamu di al Jazair. Di tempat ini dia menjabat tugas sebagai ketua majelis 
ilmiah pada semua universitas dan akademi yang ada di negeri itu. Setelah itu dia 
kembali ke Qatar dan menjalankan tugas rutinnya sebagai direktur pusat riset 
Sunnah dan sirah Nabi. Demikian antara lain aktivitasnya yang tergolong 
formal.32 
Adapun karirnya yang tidak resmi, antara lain aktivitasnya sebagai juru 
dakwa. Serta menyibukkan dirinya dalam masalah fiqih, fatwa, sastra dan puisi, 
namun yang prioritas dalamkehidupannya adalah dakwah, dalam perjalanan 
dakwahnya al Qardhawi telah banyak mendapat rintangan, tantangan keras dan 
dipenjara  beberapa kali sejak masih berstatus siswa di sekolah menengah umum 
pada masa pemerintahan raja Faruq dia pernah dipenjarakan pada masa-masa 
revolusi selama dua puluh bulan. 
                                                            
31  Tirmidzi M. Jakfar, otoritas sunnah Non non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al 
Qardhawi (Cet. I ; Jogjakarta :ar Ruz Media 2011), h. 77. 
32  Tirmidzi M. Jakfar, otoritas sunnah Non non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al 
Qardhawi,  h. 77. 
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Selain itu melalui media audio visual, Yusuf al Qardhawi telah menulis 
berbagai buku dalam perlbaga bidang kelimuan Islam, seperti bidang sosial, 
dakwah, fiqh, demokrasi dan lain sebagainya. Buku karya Qardhawi sangat 
diminati uamt Islam di berbagai penjuru dunia. Bahkan, banyak buku-buku atau 
kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan kedalam 
berbagai bahasa. 
Berikut sejumlah buku karya Qardhawi: 
a. Dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh. 
Sebagai seorang ahli fiqh,Qardhaw itelah menulis sedikitnya 14 buah 
buku, baik Fiqh maupun Ushul Fiqh. Antara lain : 
1. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam). 
2. Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah (Ijtihad dalam syariat Islam). 
3. Fiqhal-Siyam ( Hukum Tentang Puasa), Fiqh al-Taharah (Hukum tentang 
Bersuci). 
4. Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyayian dan Musik ). 
5. Al Ijtihad al Muashira baina al Indhibath wa al infirath 
6. Al fiqh al Islami baina al Ashalatu wa al tajdid 
7. Taisir al fiqh lilmuslimin al Muashir 
8. Fatawa Muashirah 
9. Mudkhal lidiraasatu al Syariatu al Islamiyyah. 
b. Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Qardhawi antara lain: 
1. Fiqh Zakat, Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira (Sistem jual 
beli al-Murabah) 
2. Fawa'id al Bunuk Hiya al Ribaal Haram (Manfaat Diharamkannya Bunga 
Bank) 
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3. Dawral Qiyamwa al Akhlaqfi al Iqtisad al Islami (Peranan nilai dan akhlak 
dalam ekonomi Islam). 
4. Dural-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah (Peranan zakat dalam 
Mengatasi Masalah ekonomi) 
c. Pengetahuan tentang al-Quran dan al-Sunnah. 
Qardhawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap 
metodologi mempelajari Alquran, cara berinterakhsi dan pemahaman terhadap 
Alquran maupun Sunnah. Buku-bukunya antara lain : 
1. Al-Aqlu waal-Ilmu fil-Quran (Akal dan Ilmu dalam al-Quran) 
2. Al-Sabru fi al-Quran (Sabar dalam al-Quran) 
3. Tafsir Surah al-Ra'd dan Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah 
(Bagaimana berinteraksi dengan sunnah). 
4.  Kaifa nataMalu ma’a al Sunnah al Nabawiyyah 
5. Kaifa nataMalu ma’a al-qur’an al Karim 
6. Durusu fi al tafsir; tafsir surah ar Ra’du 
7. Al Mudkhal lidirasatu al sunnah al nabawiyya 
8. Al Muntaqa min al Targhib wa al Tarhib 
9. Al sunnah al nabawiyyah masdaram lilma’arifati wa al hadharah 
d.  Akidah Islam. 
Dalam bidang ini Qardhawi menulis sekitar emnpat buku, antara lain : 
1.  Wujud Allah (Adanya Allah) 
2. Haqiqatal-Tawhid (Hakikat Tauhid). 
3. Iman bi Qadr (Keimanan kepada Qadar). 
e. Dakwah dan Pendidkan 
1. Tsifatu al daiyah 
2. Al tarbiyyah al Islamiyyah wa al Madrasatu Hasan al Banna 
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3. Al Rasul wa al ilmi 
4. Risalatu al Azhar baina al ams wa al yauma wa al Gaddi 
f. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam 
1. Al shahwatu al Islamiyyah al Wathn al Arabi wa al Islami 
2. Aina al Khalal 
3. Aulawiyat al Harakah al Islamiyyah fi Marhalag Al qaDimah 
4. Fi al fiqh al aulawiyah 
5. Al Islami wa al Amaniyyah Wajhan li Wajhi33 
Itulah sebagian besar karya al Qardhawi melihat dari karya-karyanya 
yang begitu banyak dapat diketahui bahwa beliau termasuk produktif dalam hal 
penulisan, hal ini karna semangat al Qardhawi untuk terus mengembangkan 
dakwah agar tersebarnya ajaran Islam yang benar. 
3.  Faktor yang Mempengaruhi Pemikirannya. 
Sangat sulit diteriama apabila sikap dan pemikiran seseorang semata-
mata lahir dari dirinya sendiri, tanpa ada faktor-faktor yang memengaruhinya, hal 
ini berlaku untuk semua orang, aakah ia seorang yang berpendidikan atau tidak 
berpendidikn sama sekali. Demikian juga dengan al Qardhawi, ia dalam beberapa 
tulisannya mala menyebutkan sendiri faktor-faktor yang memengaruhi sikap dan 
pemikirannya itu. 
Misalnya dalam hala ketidak terikatannya dengan salah satu mazhab 
fiqih ternama, atau dalam hal pengembalian langsung persoalan yang dihadapi 
kepada al Quran dan Sunnah, ia mengatakan hal itu disebabkan oleh berbagai 
                                                            
33 Budiman,  Biografi Yusuf al Qardhawi. http:www.qaradawi.net/library/62/3125.html 
(29 Agustus 2014) 
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faktor, antara lain lingkungan gerakan islamiah tempat ia berorganisasi, yakni 
ikhwan al Muslimin yang didirikam oleh  Hasan al Banna.34 
Keterpengaruhan al Qardhawi oleh pemikir Hasan al Banna dapat dilihat 
dalam ungkapannya sendiri sebagai berikut:”Sungguh tak ada satupun sosok 
kepribadian dinamis yang kutemui dan berpengaruh kepada saya di abad 
sekarang selain kpribadian al Syahid Hasan al Banna yang telah dianugreahi 
Allah dengan bakat bdan keistimewaan yang membuat beliau berbeda dari 
sejumlah profil kepribadian yyang lain. Telah terhimpun di dalam diri beliau 
antara ilmu dan tarbiyah, fikrah dan harakah, diin dan politik, serta ruhani yang 
jihad. Beliau adalah contoh “Manusia Qur’ani” yang hidup, guru rabbani, 
mujahid islami, dai masa kini, piñata pergerakan, pejuang politik, dan reformasi 
social”.35 
Kecintaan kepada Hasan al Banna tergambar dari penguasaannya yang 
sangat mendalam terhadap semua tulisan al Banna. Al Qardhawi sering 
menjadikan perkataan al Banna sebagai contoh dalam mengemukakan sesuatu 
masalah dan ia mengucapkan perkataan itu dengan sangat lancer. Bahkan, 
kecintaan al Qardhawi yang sangat mendalam ini direalisasikan dengan member 
penjelasan secara rinci buku karangan al Banna yang berjudul al Ushul al Isyrin. 
Al Banna seorang tokoh pelopor pendiri organisasi al Ikhwan, dan 
berikut pengakuan al Qardhawi mengenai manfaat dan faedah yang diambil 
selama ia bergabung dalam organisasi islam tersebut. Organisasi Ikhwan telah 
berhasil memperluas cakrawala pemahamannya terhadap Islam secara 
komprehensif, dengan bergabung bersama Ikhwan, menurutnya al Qardhawi 
beralih dari memikirkan persoalan-persoalan besar, atau darimemikirkan 
                                                            
34 Tirmidzi Jakfar, Otoritas Sunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al Qardhawi,  h. 
98. 
35  Ahmad Imdadun Rahmat,  Arus Baru Islam Radikal ( Jakarta : Erlangga 2000), h. 5. 
31 
 
 
 
persoalan-persoalan pribadi menjadi memikirkan mengenai cita-cita besar umat, 
dengan bergabung bersama Ikhwan, dari sistem pendidikan yang membedakan 
antara pendidikan agama dan umum.36 
Selain Hasan al Banna, juga terdapat beberapa tokoh lain yang 
dikaguminya, walaupun tidak pernah dijumpainya secara langsung, ibn 
Taimiyyah, dan Muhammad Rasyid Ridha. Pemikiran tokoh-tokoh tersebut yang 
dikagumi ini sering dijadikan rujukan berbagai karya tulisannya, namun 
kekaguman dan kecintaannya terhadap tokoh-tokoh tersebut tidak membuatnya 
menutup mata menerima semua pendapatnya. Misalnya terhadap pendapat guru 
Syahid al Banna tentang masalah multipartai dalam Islam. Al Banna menolak 
keberadaan multipartai karena dapat memecahkan persatuan umat, namun al 
Qardhawi membolehkannya dan ia mengatakan bahwa tidak ada salahnya ijtihad 
kita berbeda dengan ijtihad imam kita, karena seorang imam tidak bisa 
menghalangi orang-orang sesudahnya untuk berjihad, sebagaimana berjihad.37 
Demikian pula kekagumannya terhadap ibn Taimiyyah, tapi tidak 
membuat dia menerima pemikiran ibn Taimiyyah. Terlihat dalam bukunya al 
Madkhal li Dirasah al Sunnah al Nabawiyyah, al Qardhawi mengatakan ibn 
Taimiyyah termasuk ulama yang saya cintai, tapi dalam masalah (pengingkaran 
terhadap majaz dalam al-qur’an) ini saya tidak sependapat, dan sebagaimana ia 
sendiri mengajari untuk tiodak bertaklid, tetapi harus mengikuti dalil, bukan 
orangnya, mengenali orang karena benar, bukan mengenali benar karena 
orangnya.38  
                                                            
36Tirmidzi Jakfar, Otoritas Sunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al Qardhawi,h.  
101 
37 Tirmidzi Jakfar, Otoritas Sunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al Qardhawi,  h.  
103- 104 
38 Tirmidzi Jakfar, Otoritas Sunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al Qardhawi,  h.  
198. 
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Di balik sisi pemikirannya al Qardhawi yang moderat, ikhwan al 
Muslimin salah satu yang memberikan dalam pembentukan pribadi moderatnya, 
disisi lain, al Qardhawi juga banyak terpengaruh oleh ulama-ulama dari 
universitas al Azhar dalam masalah berpikir, seperti Muhammad Abullah Darraz, 
M. Abu Zahrah, Abdul halim Muhammad, Muhammad Yusuf Musa, Al Bahi al 
Khuli, Mahmud Syaltut.39 
Sebagai sorang pemikir beliau berpandangan bahwa pembaharuan tidak 
menghilangkan hal-hal lama, tapi bagaimana mengembangkan, memperbaiki serta  
menambahkannya, semua ini merupakan faktor yang bisa dikembangkan dengan 
memanfaatkan zaman serta apa yang dimiliki pihak lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
39 Tirmidzi Jakfar, Otoritas Sunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al Qardhawi,  h. 
106. 
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI 
A. Asuransi Konvensional 
1. Pengertian Asuransi Konvensional 
Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam 
bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia 
barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (reinaissannce). 
Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak 
ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar ayang 
menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasi pada sistem 
kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan  
pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk 
mengembangkan ekonomi pada tataran yang lebih konprehensif.1  
Adapun pengertian asuransi. Asuransi dalam bahasa belanda disebut 
“Verzekering” yang artinya pertanggungan,2 atau dalam bahasa Inggris disebut 
Insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah mnjadi popular, Ecohls dan 
Shadilly memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.3 
Mengenai defenisi asuransi secara baku dapat dialacak dari peraturan 
(perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan antara lain: 
                                                            
1 AM. Hasan Ali MA, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Cet. I; Jakarta : 
prenada media 2004), h. 54. 
2Djoko Prakoso SH. Hukum Asuransi Indonesia (Cet V; Jakarta : Rinka Cipta, 2004), 
h. 1.  
3 AM. Hasan Ali MA , Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 57. 
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Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack: "Asuransi 
merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara 
pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat 
agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat 
diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung".4 
Menurut Muhammad Muslehuddin yang mengadopsi pengertian 
asuransi dari Encyclopedia Britanica sebagai suatu persediaan yang disiapkan 
oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian 
yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah 
seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan  ke 
seluruh kelompok.5 
Djoko prakoso dalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia memaknai 
asuransi sebagai: “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada 
pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti 
kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu 
peristiwa yang belum jelas”.6 
Sedangkan dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami 
sebagai”suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang 
sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti”.7 
                                                            
4 Muhaimin,  Pengertian Asuransi. p21din.blog.com files/2011/04/pengertianaasuransi 
(27 Agustus 2014) 
5 AM. Hasan Ali MA. Asuransi dalam perspektif hukum islam, h. 58. 
6 Djoko prakoso SH. Hukum asuransi Indonesia,  h.1 
7 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2000),  h. 1. 
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Di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 
disebut bahwa, “asuransi atau pertan ggungan adalah suatu perjanjian dengan 
mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin 
akan diderita karena suatu peristiwa y  ang tak tertentu.”8 
Dilihat dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan 4 unsur dalam 
asuransi, yaitu: 
a. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “Verzekering” 
yang mmpunyai kewajiban  membayar uang premi kepada pihak penanggung 
(verzekering), sekaligus atau dengan berangsur-angsur. 
b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada 
pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke 3 
berhasil. 
c. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi. 
d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena 
peristiwa yang tak tertentu.9 
Asuransi menurut Herman Darmawi adalah merupakan bisnis yang unik 
yang di dalamnya terdapat lima aspek  yaitu sudut pandang ekonomi, hukum, 
bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika.10 
                                                            
8 Djoko prakoso SH. Hukum Asuransi Indonesia ( cet 5. Jakarta : rinka cipta 2004), h. 
1. 
9Muhaimin,  Pengertian Asuransi. p21din.blog.com files/2011/04/pengertianaasuransi 
(27 Agustus 2014) 
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Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk 
mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidak 
pastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Dari sudut pandang hukum, 
asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan resiko antara 
tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akn membayar akan 
membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada 
tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodic kepada 
penanggun. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah pemindahan resiko 
dari pihak lain ,dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko(sharing of 
risk) diantara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, asuransi 
didefenisikan sebagai oraganisasi sosial yang menerima pemindahan resiko 
dengan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian 
yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan 
matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan 
biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum probabilitas dan teknik 
statistikdipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.11 
2. Sejarah munculnya Asuransi Konvensional 
Asuransi mempunyai sejarah yang panjang sebelum menjadi sebuah 
industri yang berkembang pesat saat ini. Semuanya berawal dari tahun 1750 
sebelum masehi seperti yang dikisahkan dalam ulasan sejarah asuransi dibawah 
ini. 
a. Pada zaman Raja Hammurabi 
                                                                                                                                                                  
10 AM. Hasan Ali MA. Asuransi dalam Perspektif  Hukum Islam, h. 60 
11 AM. Hasan Ali MA. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 60. 
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Secara historis, kajian tentang pertanggungan telah dikenal sejak zaman 
dahulu dan telah dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam 
bentuk yang sangat sederhana.12 Konsep utama asuransi - yaitu pengalihan dan 
penyebaran resiko - telah lama beroperasi sejalan dengan eksistensi manusia. 
Entah itu pada saat jaman berburu, dimana mereka berburu hewan secara 
berkelompok untuk menyebarkan resiko terhadap kematian, atau pada masa 
pengiriman kargo dengan menggunakan karavan yang berbeda-beda untuk 
menghindari resiko kehilangan seluruh muatan akibat perampokan. Dari jaman 
dulu orang selalu waspada terhadap resiko.13 
Polis asuransi tertulis pertama kali muncul di zaman kuno pada 
monumen obelisk Babilonia dengan hukum Raja Hammurabi terukir didalamnya. 
The "Hammurabi Code" adalah salah satu bentuk hukum tertulis pertama di dunia. 
Hukum kuno ini memang mempunyai konsekuensi ekstrim dalam banyak hal, 
tetapi menawarkan prinsip dasar asuransi yaitu dimana debitut tidak perlu 
membayar kembali pinjamannya jika mereka mengalami bencana yang 
mustahilkan mereka untuk melakukan pembayaran (kecacatan, kematian, banjir, 
dll).14 
b. Zaman kebesaran yunani 
                                                            
12 Muhammad Muslehuddin, Insurance and Islamic Law, terj: Burhan Wirasubrata, 
Menggugat Asuransi Modern : Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam, 
(Jakarta : lentera, 2004), h. 45. 
13  Alie, Sejarah Asuransi di dunia. http://ananlisa.blogspot.com/2012/11/sejarah-
asuransi-dunia-dan-sejarah.html (27 Agustus 2014) 
14 Edukasi Asuransi, Sejarah Awal Mula Asuransi di dunia 
http://edukasiasuransi.blogspot.com/2013/05/sejara-asuransi-di-dunia.html (27 Agustus 2014) 
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Menurut Mr. h.j Scheltema dalam bukunya Verzekeringsrech, halaman 
3. Diceritakan oleh aristoteles, bahwa di zaman kebesaran Yunani di bawah 
pemerintahan Iskandar Zulkarnaen alias Alexander The Great (356-323 tahun 
sebelum permulaan Masehi), ada seorang menteri keuangan bernama antinemes, 
yang pada suatu waktu sangat kekurangan uang.15 
 Pada waktu itu, ada beberapa budak belian berkumpul di suatu tempat 
yang berada di bawah kekuasaan tentara. Budak-budak belian ini kepunyaan 
beberapa orang kaya. Untuk mendapat uang yang dibutuhkan itu, menteri 
keuangan tersebut mengusulkan kepada para pemilik budak-budak belian itu, agar 
mereka mendaftarkan budak-budaknya, dam membayar kepada Anrinemes 
sejumlah setiap tahun, dengan perjajian, bahwa apabila seorang budak melariakan 
diri, Antinemes akan meminta kepada kepala daerah untuk menangkap budak itu 
atau untuk membayarkan kepada sipemilik harga jual beli dari budak tersebut.16 
c. Pada Abad pertengahan 
Dalam zaman pertengahan, sebagian pengerajin dilatih melalui sistem 
serikat buruh. Anak-anak menghabiskan masa kecil mereka untuk magang bekerja 
kepada pengerajin yang sudah mahir dengan bayaran yang tidak setimpal, bahkan 
terkadang tidak dibayar sama sekali. Setelah mereka beranjak dewasa dan menjadi 
ahli dalam pekerjaan mereka, mereka membayar iuran ke serikat buruh dan mulai 
melatih anak magang mereka sendiri. Seorang pengerajin yang kaya memiliki 
banyak pundi-pundi atau cadangan kekayaan yang berfungsi sebagai dana 
asuransi. Jika bengkel mereka terbakar, adalah suatu hal yang umum menimpa 
                                                            
15 Djoko prakoso SH. Hukum Asuransi Indonesia, h. 49. 
16 Djoko prakoso SH. Hukum Asuransi Indonesia, h. 50. 
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gubuk-gubuk kayu di Eropa pada abad pertengahan, pengerajin kaya itu akan 
membangun bengkelnya kembali menggunakan uang dari pundi-pundi 
simpanannya. Jika dirampok, mereka akan menutupi kewajibannya sampai uang 
mulai mengalir lagi. Jika pengerajin tersebut tiba-tiba tidak bisa bekerja atau 
dibunuh, maka serikatnya akan mendukung dia atau janda dan keluarga. Sistem 
jaring pengamanan ini mendorong semakin banyak orang meninggalkan dunia 
pertanian dan terjun ke dunia perdagangan. Akibatnya, jumlah barang yang 
tersedia untuk perdagangan meningkat, begitu pula jumlah varian barang dan jasa 
yang tersedia. Gaya asuransi yang digunakan oleh serikat buruh ini masih ada 
sampai saat ini dalam bentuk "perlindungan kelompok".17 
Praktek underwriting muncul di kota London seumur dengan 
beroperasinya rumah kopi yang menjalankan fungsi seperti bursa resmi untuk 
Kerajaan Inggris. Pada akhir tahun 1600, kegiatan ekspor impor baru dimulai 
antara kerajaan Inggris dan daerah-daerah koloni yang mulai mapan. Sebuah 
rumah kopi milik Edward Lloyd, yang kemudian menjadi Lloyd of London, 
adalah tempat pertemuan utama bagi pedagang pada kala itu dimana para pemilik 
kapal juga berkumpul untuk mencari asuransi.18 
Sebuah sistem dasar untuk pendanaan pelayaran ke dunia baru 
diciptakan. Pada tahap pertama, pedagang dan perusahaan akan mencari 
pendanaan dari para pemodal ventura. Lalu para kapitalis ventura ini bertugas 
membantu dan menemukan orang-orang yang ingin membuat koloni, yang 
                                                            
17 Alie, Sejarah Asuransi di dunia. http://ananlisa.blogspot.com/2012/11/sejarah-
asuransi-dunia-dan-sejarah.html (27 Agustus 2014) 
18Wirjono prajoko, Hukum Asuransi Di Indonesia ( Jakarta: Intermasa 1979),  h. 14.  
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biasanya adalah orang-orang dari daerah miskin di kota London.19 Mereka ini 
nantinya yang akan membayar sebagian biaya pelayaran. Sebagai keuntungannya, 
pemodal ventura akan mendapatkan profit dari barang-barang bawaan hasil 
daerah koloni. Walaupun yang diharapkan dari daerah koloni yaitu emas atau batu 
permata tidak selalu didapatkan, para pemodal ventura masih mau mendanai 
pelayaran dengan imbal hasil panenan dari dunia baru yaitu tembakau.20 
Setelah perjalanan tersebut dijamin oleh pemodal ventura, para pedagang 
dan pemilik kapal akan pergi ke Lloyd dan menyerahkan salinan kargo kapal 
untuk dibacakan kepada para investor dan penjamin yang berkumpul di sana. 
Orang-orang tertarik mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan yang 
disepakati akan menandatangani dibawah salinan tersebut dengan harga yang 
lebih rendah dari angka yang menunjukkan nilai muatan dari kargo dimana 
mereka mengambil alih resiko dan tanggung jawab pelayaran tersebut (hal ini 
kemudian disebut 'underwriting' arti harfiah dari 'menulis dibagian bawah'). 21 
Dengan cara ini, sebuah perjalanan tunggal akan memiliki beberapa penjamin 
emisi, dimana mereka pun menyebarkan resiko mereka dengan mengambil saham 
atau peranan di beberapa pelayaran yang berbeda.22 
Pada 1654, Blaise Pascal, seorang warga prancis menemukan kalkulator 
pertama didunia, dan rekan senegaranya, Pierre de Fermat, menemukan cara 
untuk menilai suatu probabilitas dan dengan demikian, tingkat resiko dapat 
                                                            
19 Wirjono Prajoko,  Hukum Asuransi Di Indonesia, h. 14. 
20 Djoko prakoso. Hukum Asuransi Indonesia,  h. 49 
21 Wirjono Prajoko, Hukum Asuransi Di Indonesia, h. 14. 
22  Alie, Sejarah Asuransi di dunia. http://ananlisa.blogspot.com/2012/11/sejarah-
asuransi-dunia-dan-sejarah.html (27 Agustus 2014) 
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dipamami. Segitiga Pascal menuntun penemuan tabel aktuari pertama yang, dan 
sekarang masih, digunakan untuk menghitung tarif asuransi. Hal ini membantu 
praktek underwriting dan membuat asuransi menjdi lebih terjangkau.23 
d. Zaman sesudah abad pertengahan sampai sekarang. 
Pada 1666, kebakaran besar di kota London menghancurkan sekitar 
14.000 bangunan. Saat itu London masih belum pulih dari wabah yang 
menghancurkan setahun sebelumnya. Banyak korban yang selamat kehilangan 
rumah. Sebagai respon terhadap kekacauan dan kemarahan yang diikuti dengan 
pembakaran di kota London, kelompok penjamin emisi yang sebelumnya secara 
eksklusif menangani asuransi pelayaran membentuk perusahaan asuransi yang 
menawarkan asuransi kebakaran. Berbekal segitiga Pascal, perusahaan-
perusahaan ini dengan cepat memperluas jangkauan bisnis mereka. Pada 1693, 
tabel mortalitas pertama diciptakan dengan menggunakan segitiga Pascal dan 
asuransi jiwa adalah produk asuransi berikutnya.24 
Perusahaan asuransi berkembang pesat di Eropa, terutama setelah 
revolusi industri. Di Amerika, cerita itu sangat berbeda. Kehidupan koloni yang 
penuh dengan bahaya menyebabkan tidak ada satupun perusahaan asuransi mau 
menyentuh. Sebagai akibat dari kurangnya makanan, perang dengan suku-suku 
pribumi dan penyakit, hampir tiga dari setiap empat orang koloni tewas dalam 40 
tahun pertama pemukiman mereka di dunia baru ini. Butuh waktu lebih dari 100 
tahun bagi asuransi untuk membangun dirinya di Amerika. Ketika akhirnya itu 
                                                            
23  Alie, Sejarah Asuransi di dunia. http://ananlisa.blogspot.com/2012/11/sejarah-
asuransi-dunia-dan-sejarah.html (27 Agustus 2014) 
24 Alie, Sejarah Asuransi di dunia. http://ananlisa.blogspot.com/2012/11/sejarah-
asuransi-dunia-dan-sejarah.html (27 Agustus 2014) 
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terjadi, hal itu membawa kemajuan, baik dalam praktik dan kebijakan yang 
dikembangkan dibandingkan dengan periode waktu yang dibutuhkan di dataran 
Eropa.25 
Namun menurut Dr. Sri Rejeki Hartono, SH dalam bukunya Hukum 
Asuransi dan perusahaan Asuransi kegiatan asuransi terungkapkan mencapai titik 
permulaan kurang lebih 3000 sampai 4000 tahun sebelum masehi, yaitu pada 
masa kejayaan Babilonia, yang diperkirakan berada di kawasan sungai Tigris 
daratan Euphrat, yaitu sekitar kawasan Irak sekarang. Namun menurutnya asal 
usul dari asuransi masih merupakan suatu misteri. Secara tidak tegas bahwa 
asuransi pada dasarnya bermula dari usaha-usaha komersial yang telah dilakukan 
manusia.26 
3. Prinsip Dasar Asuransi Konvensional 
Terdapat beberapa prinsip dasar dalam asuransi yang menjiwai dan 
menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan perasuransian. 
a. Insurable Interest (kepentingan yang diasuransikan) 
Bahwa pihak yang mengansuransikan harus memiliki kepentingan 
(interest) atas harta benda yang dapat diasuransikan (insurable); kepentingan dan 
objek tersebut harus legal dan equitable (tidak melawan hukum dan layak). 
Memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila Anda menderita 
                                                            
25  Alie, Sejarah Asuransi di dunia. http://ananlisa.blogspot.com/2012/11/sejarah-
asuransi-dunia-dan-sejarah.html (27 Agustus 2014) 
26  Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi (Jakarta: Sinar 
Grafika cet I 1992), h. 3. 
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kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau 
kerusakan atas obyek tersebut.27 
Pelanggaran prinsip ini bisa berakibat klaim tidak dapat dibayarkan. 
Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda 
tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak 
berhak menerima ganti rugi.28 
b. Utmost  Good  Faith (itikad terbaik) 
Tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti 
mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang 
diasuransikan (fakta material yang akan mempengaruhi Penanggung dalam 
menerima atau menolak suatu permohonan asuransi). Sedangkan pihak 
Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang 
dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta 
teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku : 
Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai 
kontrak asuransi selesai dibuat, 
1. Selama masa kontrak dan pada saat perpanjangan kontrak asuransi. 
2. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal 
yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.29 
c. Indemnity (ganti rugi indemnitas) 
                                                            
27Yaelda, Prinsip Dasar Asurasi. alvionitahttp://yaeldaa.blogspot.com/2013/10/tugas-
beberapa-prinsip-dasar-dalam.html (29 Agustus 2014) 
28 AM. Hasan Ali MA. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 62 
29AM. Hasan Ali MA. Asuransi dalam Perspektif  Hukum Islam, h. 62 
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Bertujuan mengembalikan posisi Tertanggung pada posisi sesaat 
sebelum terjadi kerugian yang dijamin polis. Apabila obyek yang diasuransikan 
terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti 
rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi 
sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian Anda tidak 
berhak memperoleh ganti rugi yang lebih besar (mengambil keuntungan) daripada 
kerugian yang Anda derita. 
Beberapa cara pembayaran ganti rugi yang berlaku: 
1. Pembayaran dengan uang tunai, atau 
2. Perbaikan, atau Penggantian, atau Pemulihan kembali.30 
d. Subrogation (subrogasi) 
Sebagai konsekuensi dari prinsip Indemnity adalah pengalihan hak 
(subrogasi) dari Tertanggung kepada Penanggung jika Penanggung telah 
membayar ganti rugi kepada Tertanggung.31 
Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang, yang berbunyi: “Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi 
sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan 
kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah 
menimbulkan kerugian pada Tertanggung.32 
 
                                                            
30 AM. Hasan Ali MA. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam , h. 63 
31 AM. Hasan Ali MA. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 63 
32 Yaelda, Prinsip Dasar Asurasi. alvionitahttp://yaeldaa.blogspot.com/2013/10/tugas-
beberapa-prinsip-dasar-dalam.html (29 Agustus 2014) 
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e. Contribution (kontribusi) 
Jika suatu objek diasuransikan ke beberapa parusahaan asuransi maka 
akan berlaku prinsip kontribusi atas masing-masing perusahaan asuransi 
tersebut.33 
Contoh: 
Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal + isinya 
seharga 200 juta rupiah kepada tiga perusahaan asuransi : 
Misal Asuransi A 200 juta, B 100 juta dan C 100 juta rupiah. 
Bila bangunan tersebut terbakar habis (mengalami kerugian total) maka 
maksimum ganti rugi yang Anda peroleh dari masing-masing asuransi adalah : 
A = 200 juta/ 400 juta x 200 juta = 100 juta rupiah 
B = 100 juta/ 400 juta x 200 juta = 50 juta rupiah 
C = 100 juta/ 400 juta x 200 juta = 50 juta rupiah 
Berarti jumlah ganti rugi yang Anda terima dari ke-3 perusahaan 
asuransi tersebut bukanlah Rp. 400.000.000,00 melainkan Rp. 200.000.000,00 
sesuai dengan harga yang sebenarnya.34 
f. Proximate Cause (kausa proksimal) 
Prinsip penyebab utama yang aktif dan efisien menimbulkan suatu 
kerugian dalam suatu kejadian. 
Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau 
kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan 
                                                            
33 AM. Hasan Ali MA. Asuransi dalam Perspektif hukum Islam,  h. 60 
34 Yaelda, Prinsip Dasar Asurasi. alvionitahttp://yaeldaa.blogspot.com/2013/10/tugas-
beberapa-prinsip-dasar-dalam.html (29 Agustus 2014) 
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efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga 
pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.35 
Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang 
aktif dan efisien adalah: “Unbroken Chain of Events” yaitu suatu rangkaian mata 
rantai peristiwa yang tidak terputus.36 
B. Asuransi Syariah 
1. Pengertian Asuransi Syariah. 
Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta’min, 
penanggung disebut muammin, tertanggung disebut mu’amman lahu atau 
musta’min. At-ta’min diambil dari amana yang artinya member perlindungan, 
ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam  
    
      
Terjemahnya: 
“Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar 
dan mengamankan mereka dari ketakutan”.37 
 
 
Pengertian dari at ta’min adalah seseorang membayar/menyerahkan 
uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana 
yang telah disepakati, atau untuk medapatkan ganti rugi.38 
Sedangkan ahli fiqih kontemporer Wahab Az-Zuhli mendefenisikan 
asuransi  yaitu at ta’min at ta’awuni atau asuransi tolong menolong adalah : “ 
                                                            
35 AM. Hasan Ali MA. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 63 
36 Bhakti Bayangkara, http://www.abb.co.id/tentang-asuransi/prinsip-dasar-asuransi(30 
Agustus 2014) 
37Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 1976),  h. 1106.    
38 Wirdaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta Kencana  
2005), h. 177. 
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kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi 
ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudaratan.39 
Sedangkan di Indonesia sendiri, asuransi islam dikenal dengan istilah 
takaful. Kata takaful berasal dari kata takafala yatakafalu,  yang berarti menjamin 
atau saling menanggung.40 
Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian 
muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama, sehingga antara satu 
dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.41  
Sedangkan dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 sendiri 
disebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong 
diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalm bentuk asset dan/atau 
tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.42 
Namun dalam buku daras UIN ALAUDDIN tentang Pengantar Ekonomi 
Islam dijelaskan bahwa pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi 
menurut syariah dan asuransi islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda 
dengan asurasni konvensional. Di antara keduanya, konvensional maupun syariah 
mempunyai kesamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai 
                                                            
39 Abdul Azis Dahlan. Ensiklopedia hukum islam, cet 4 (Jakarta : ichtiar baru van 
hoeve,2000), h. 138. 
40 Wirdaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , h. 178. 
41AM. Hasan Ali MA, Asuransi dalam Perspektif  Hukum Islam h. 62. 
42Muhammad Firdaus NH, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer (Jakarta : 
Renaisan, 2005) , h. 64. 
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fasilitator hubungan structural antara peserta penyetor premi dengan peserta 
penerima pembyaran klaim43 
2. Sejarah munculnya Asuransi Syariah. 
Pada dasarnya perasuransian yang ada pada masa sekarang ini 
sesungguhnya belum dikenal pada masa awal islam, sehinnga dari sinilah banyak 
ulama yang menyimpulkan dalam literaturnya bahwa asuransi bukan merupakan 
paraktik yang halal. Akan tetapi sebernarnya terdapat beberapa aktifitas dari 
kehidupan Rasul saw. Yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Seperti pada 
konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem aqilah. Sistem ini 
telah berkembang pada masyarakat arab sebelum lahirnya Rasulullah saw. 
Kemudian pada zaman Rasulullah, atau pada masa awal Islam sistem tersebut 
dipraktikkan diantara kaum muhajirin dan kaum anshar. Sistem aqilah adalah 
sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama 
yang dikenal sebagai “kunz”. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan 
pertolongan pada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk 
membebaskan hamba sahaya.44 Menurut Widyaningsih dalam bukunya Bank dan 
Asuransi Islam di Indonesia hal ini dapat terlihat dari hadis nabi yang 
diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut: 
Diriwayatkan oleh bukhari ra. Dia berkata :berselisih dua orang wanita 
dari suku huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu 
kewanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut 
beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang 
                                                            
43Muslimin kara,  dkk, Pengantar Ekonomi Islam (Makassar: alauddin press), h.49. 
44Muslimin kara,  dkk. Pengantar Ekonomi Islam, h. 50. 
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meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada rasulullah saw. 
Maka rasulullah pun memutuskan ganti rugidari pembunuhan terhadap 
janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau budak 
perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan uang 
darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-
laki). (HR. Bukhari)45 
Selanjutnya Widyaningsih mengatakan dalam buku yang sama 
perkembangan praktik aqilah yang sama dengan praktik  asuransi ternyata tidak 
hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang 
perniagaan. Sering kali disebutkan dalam beberapa buku yang membahas 
mengenai sejarah asuransi bahwa asuransi pertama kali dilakukan di Italia berupa 
asuransi perjalanan laut pada abad 14. Namun sebenarnya sebelum abad ke 14 
asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab yang mahir di bidang 
poerdagangan sebelum datangnya Islam yang di bawah Nabi Muhammad saw. 
Orang –orang Arab yang mahir di bidang perdagangan telah melakukan 
perdagangan kenegara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi 
dagangannya mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem 
bunga dan riba.46 
Kemudian asuransipun berkembang dalam bidang bisnis perlindungan 
terhadap barang. Namun perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian 
praktek asuransi syariah. Sehinnga dilakukan pengkajian bagaimana asuransi 
diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan  syariah. Sehingga pada paruh abad ke 
                                                            
45Wirdaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,  h.180 
46Wirdaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,  h.180 
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20 di beberapa Negara timur tengah dan afrika telah mulai mencoba 
memperaktikkan asuransi dalam bentuk takaful  yang kemudian juga ikut 
berkembang dengan pesat di Negara-negara non muslim seperti di Eropa dan 
Amerika.47 
Sedangkan di Indonesia sendiri Menurut Ali, Sejarah Asuransi Syariah 
di Indonesia diawali dengan PT. Syarikat Takaful Indonesia (PT. STI.) sebagai 
holding company dengan mendirikan dua anak perusahaan pada tanggal 24 
Febuari 1994 yaitu PT. Asuransi Takaful Umum (general Insurance), dan PT. 
Asuransi Takaful Keluarga (life insurance). Asuransi Syariah pertama di 
Indonesia adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga, yang didirikannya oleh 
Pembentuk Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui 
yayasan Andi bangsi, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, 
Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia. PT. 
Asuransi Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan dengan Sk. 
Menkeu. Nomor keputusan 385/KMK.017/1994 pada tanggal 25 Agustus 1994.48 
3. Prinsip –prinsip Dasar Asuransi Syariah 
Takaful Tegak Di Atas Tiga Prinsip : 
a. Saling Bertanggung Jawab. 
Banyak hadits yang mengajarkan bahwa hubungan kaum muslimin 
dalam rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain adalah ibarat satu badan, yang 
apabila salah satu anggota badannya sakit, maka yang lain juga akan 
merasakannya. 
                                                            
47 Wirdaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , h.181. 
48AM. Ali Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 69. 
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Dalam asuransi syriah para peserta asuransi tafakul memiliki rasa 
tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang 
mengalami musibah atau mengalami kerugian dengan niat yang ikhlas, karena 
memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.49  
b. Saling Bekerja Sama Dan Saling Membantu 
Allah SWT memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat 
ditegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Anugerah 
harta yang Allah berikan, hendaknya digunakan untuk meringankan beban 
penderitaan yang lainnya. 
Dalam takaful peserta asuransi yang satu dengan yang lain saling bekerja 
sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena 
sebab musibah yang diderita.50  
c. Saling Melindungi Dari Berbagai Kesusahan 
Ajaran  nabi mengajarkan bahwa tidak beriman seseorang yang dapat 
tidur nyenyak dengan perut kenyang, sementara tetangganya tidak dapat tidur 
lantaran kemiskinan. 
Saling melidungi penderitaan satu sama lain , yang berarti bahwa para 
peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang 
dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 126 
    
    
   
    
    
                                                            
49Muslimin kara,M,Ag, dkk. Pengantar Ekonomi Islam,  h.55 
50 Muslimin kara,M,Ag, dkk. Pengantar Ekonomi Islam,  h.55 
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     
    
    
   
Terjemahnya: 
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, 
negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada 
penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari 
kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri 
kesenangan sementara, Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan 
Itulah seburuk-buruk tempat kembali"( QS. Al Baqarah ayat 126)51. 
 
 
Menolong sesama adalah merupakan kewajiban, seorang yang melihat 
orang lain yang mengalamai kesulitan maka tidak dibenarkan tidak melakukan 
apapun  untuk menolong sesama. 
                                                            
51 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h. 33. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Persamaan dan Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah. 
Persamaan antara asuransi konvensional dan asuransi syari’ah. Jika 
diamati dengan seksama, ditemukan titik-titik kesamaan antara asuransi 
konvensional dengan asuransi syariah, meskipun pada dasarnya tidak terlalu 
banyak persamaan, karna sebenarnya antara asuransi syariah dan asuransi 
konvensional memang berbeda, diantara persamaannya sebagai berikut: 
1.  Akad kedua asuransi ini berdasarkan keridhaan dari masing- masing 
pihak. 
Pada dasarnya semua orang sadar dan tahu ketika akan menggunakan 
produk dari salah satu asuransi. Maka ketika seseorang melakuakan perjanjian 
dengan  salah satu perusahaan asuransi, apakah asuransi konvensional atau 
asuransi syariah, sudah tahu dengan apa yang akan dia lakukan, sebab jika buka 
karena keridhaan masing-masing, atau karna ada unsur paksaan maka itu bisa 
berakibat hukum dan tidak sahnya dari akad tersebut. 
2. Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota. 
Jaminan keamanan adalah unsure terpenting yang harus ditawarkan pada 
semua jenis asuransi sebab tujuan dari asuransi itu sendiri adlah mengamankan 
yang diinvestasikan oleh nasabah. 
3. Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifad mustamir (terus) 
4. Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. 
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Sebagai jawaban terhadap keraguan umat Islam dalam menggunakan 
produk asuransi konvensional, maka asuransi syariah yang lahir dengan prinsip 
dasar yang berbeda maka keduanya juga memiliki perbedaan. 
Asuransi syariah menggunakan konsep takaful, yang bertumpu kepada 
sikap tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan tentu saja member 
perlindungan. Satu sama lain  saling menanggung musibah yang dialami peserta 
lain. Allah swt, berfirman,“Dan slaing tolong menolonglah dalam kebaikan dan 
ketakwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”1 
Sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual 
beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat pada investasi dananya. Pada takaful, 
investasi dana didasarkan pada sistem syariah dengan bagi hasil, sedangkan pada 
asuransi konvensional tentu saja atas bunga atau riba2 
Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada 
sistem konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja 
terserah terserah pada perusahaan itu bila hendak di investasikan kemanapun. 
Adapun pada asuransi takaful, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya 
mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada 
perlakuan terhadap keuntungan. Pada takaful keuntungan dibagi antara 
perusahaan dengan peserta, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi 
milik perusahaan. 
                                                            
1  Mustafa Edwin Nasution,dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: 
Kencana), h. 298. 
2 Mustafa Edwin Nasution,dkk,  Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h. 298. 
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Satu hal yang sangat ditekankan dalam takaful adalah meniadakan tiga 
unsure yang selalu dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan, dan 
bunga alias riba. Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem takaful ini 
tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa di peroleh nasabah. 
Dari setiap premi yang dibayarkan, sekitar lima persen akan di 
masukkan kedana peserta. Ini sebagai tabungan jika terjadi klaim peserta secara 
tiba-tiba. Dana yang sbesar lima persen itu disebut dana tabarru’ atau sumbangan. 
Sumbangan sama dengan hibah, oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. 
Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat. Dan yang paling 
penting adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang 
merupakan suatu keharusan. Dewan yang mengawasi manajemen serta kebijakan 
supaya senantisa sejalan dengan syariat Islam. 
B. Analisis Pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang Asuransi Syariah 
Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan bahwa 
pengaruh adat sosial kultural masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam 
sangatlah kuat, sebagaimana terlihat pada hasil ijtihad para imam madzhab. 
Pengaruh adat dalam  kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak perlu 
dirisaukan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung 
proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai 
dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala 
pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan 
hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber 
hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-quran maupun 
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al-sunnah. Menurut jumhur ulama ushul ayat-ayat al-quran dan al-hadis terbatas 
jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa 
muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam nash. Karena itu 
kemudian para ulama melakukan Ijtihad untuk menemukan kebenarannya. 
Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu keislaman baru  muncul 
pada fase lahirnya ulama kontemporer. Salah satunya adalah Yusuf Qardhawi.3 
Sebagaimana diketahui bahwa Yusuf Qardhawi membahas asuransi dalam  
kitabnya al-Halal wa al-Haram fi al-Islam yang dikarang oleh beliau sekitar tahun 
60-an. Namun karena kitab ini memuat kajian hukum agama yang sangat 
mendasar dan dibutuhkan oleh kaum muslimin kapan dan dimana saja buku ini 
senantiasa menjadi up todate.4 
Dari pembahasan sebelumnya  tampak  dengan  jelas  perbedaan  
asuransi syariah  dengan  asuransi  konvensional,  dimana  dalam  perusahaan  
asuransi konvensional,  investasinya  berdasarkan  bunga.  Perusahaan  juga  
bebas dalam  menentukan  investasinya,  karena  premi  menjadi  milik  
perusahaan. Sedangkan  keutungan  (profit)  dari  investasi  tersebut  menjadi  
milik perusahaan. 5  Dengan  mencermati pembahasan sebelumya,  penulis  
mencoba  mengkaitkanya  dengan  asuransi  yang  dimaksud  oleh  Yusuf  
Qardhawi dalam  kitabnya  al- Halal  wa  al-haram  fi  al-Islam.  Dalam  
kitabnyaYusuf Qardhawi  menggambarkan  bahwa  dalam  asuransi  kecelakaan  
                                                            
3AM. Hasan Ali MA, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Cet. I; Jakarta : prenada 
media 2004), h.10.  
4 Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam ( Solo: Era Intermedia,  
2003),  h. Pengantar  
5 Gemala Dewi, Aspek-aspek  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di 
Indonesia,  (Cet. I; Jakarta:  Kencana,  2004),  h. 122.  
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seorang nasabah  membayar  sejumlah uang  (premi)  dalam setahun bila sesuatu 
yang diasuransikan selamat maka perusahaan  mengambil  semua  premi  tersebut, 
dan  bila  nasabah  tertimpa  musibah  perusahaan  akan  mengganti  kerugian 
sesuai  dengan  kesepakatan.   Praktek seperti  ini,  menurut beliau  sangat  jauh 
dari watak  niaga dan  jauh  pula  dari  makna isytirak  tadhammun.  Sedangkan 
dalam  asuransi  jiwa,  bila  nasabah  menyepakati  uang  tanggungan  sebesar Rp 
200 juta,  maka  ketika  ajal  menjemputnya  nasabah  akan  
mendapatkantanggungan  sebesar  Rp  200  juta,  walaupun  ia  baru  membayar  
premi yang pertama  ketika ajal  itu menjemputnya.6 
Dari  gambaran  di atas  jelas  yang  dimaksud  oleh  Yusuf  Qardhawi 
adalah  asuransi  konvensional.  Hal  ini  bisa  juga  kita  lihat  dari  konteks 
kesejarahan  pada  waktu  beliau  berfatwa.  Fatwa  ini  dikeluarkan  sekitar 
tahun‘60-an,  sesuai  dengan  penerbitan  kitabnya  yaitu  al-Halal  wa  a l-Haram  
fi  al-Islam.  Dan  bisa  dikatakan  bahwa  pada  tahun- tahun  tersebut belum  ada  
perusahaan  asuransi  yang  sesuai  syariah  (takaful)  karena asuransi  takaful  
berkembang  pada  dekade  70-an  dibeberapa  negara  Islam atau negara yang 
mayoritas penduduknya Islam.7 
Selain itu  menurut  Yusuf  Qardhawi  perjanjian  dalam  asuransi 
merupakan perjanjian  yang  rusak,  karena  bila  nasabah  tidak  mematuhi aturan  
perusahaan  dan  tidak  mampu  mambayar  premi  berikutnya,  maka premi  yang  
telah  dibayarkan  akan  hilang  atau  berkurang.  Adanya  alasan bahwa  kedua  
                                                            
6 Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam, h. 383. 
7 Gemala Dewi, Aspek-aspek  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di 
Indonesia,  h.125 
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belah pihak saling merelakan dan saling memahami juga tidak bisa diterima. 
Karena  dalam  riba dan perjudian kedua belah pihak juga sama-sama rela.8 
Dari  keterangan  tersebut  dipahami  dan disepakati dengan alasan- 
alasan  pengharaman  tersebut,  karena  dalam  syariat  Islam tidak  dibenarkan  
pejanjian  yang  menguntungkan  bagi  satu  pihak dan merugikan bagi pihak lain. 
Ini  berarti bahwa asuransi mengandung unsur eksploitasi. Jika asuransi  
dilaksanakan  dengan cara seperti itu berarti akad asuransi berada dipihak 
kepentingan perusahaan, sebab perusahaanlah yang menentukan syarat-syarat itu. 
Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Al-Ustad Abdullah al-Qalqily  yang dikutip  
oleh Ali Yafie.9 
Lebih  lanjut  Yusuf  Qardhawi  juga  mengemukakan  beberapa  alasan 
pengharaman  asuransi.  Diantaranya  bahwa  asuransi  tidak  bisa  diidentikkan 
dengan  lembaga  kerjasama,  terutama asuransi  jiwa.  Ada  beberapa  hal  yang 
menyebabkan perbedaan asuransi dengan lembaga kerjasama  yaitu :  
1. Ketika membayar premi,  para nasabah  tidak  berniat  menyumbang 
2. Perusahaan-perusahaan  asuransi    memutar  kekayaanya  dalam  berbagai 
usaha  ribawi  yang diharamkan  
3. Nasabah mengambil seluruh uang premi    yang telah  dibayarkan dengan 
beberapa tambahan  (jika masa yang disepakati  telah tiba ). 
                                                            
8 Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam, h. 384 
9 K.H. Ali Yafie,  Menggagas  Fikih  dari  Sosial  Lingkungan  Hidup,  Asuransi, 
Hingga Ukhuwah ( cet. III;  Bandung:  Mizan,  1995),  h. 211. 
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4. Bila  nasabah  membatalkan  perjanjian,  dana  yang  disetorkan  otomatis 
hilang.10 
Dalam hal jika dicermati akad  dalam  asuransi  memang berbeda dengan  
kerjasama.  Ini  terlihat  dalam  praktek  asuransi  yang  cenderung kebentuk    
usaha  komersial,  sedangkan  kerjasama  cenderung  kebentuk usaha  sosial.   
Selama  ini  memang  kita  ketahui,  bahwa  masih  terjadi perdebatan  tentang  
bagaimana  bentuk  perjanjian  asuransi sebenarnya. Seperti  yang  dikemukakan  
Murtadha Mutahhari, bahwa bentuk akad asuransi tidak diketahui, sehingga para  
ahli fikih berselisih paham.11 
Perbedaan lain juga terlihat dalam posisi nasabah bila ia terkena musibah 
maka uang premi akan dikembalikan, bila tidak (selamat) maka premi tersebut  
tidak akan dikembalikan sepeserpun. Perjanjian seperti ini bisa dikatakan  
perjanjian yang ditegakkan pada prinsip ketidak adilan. Padahal sesuai seharusnya 
dalam suatu perjanjian keadilan merupakan prinsip dasar dan tidak  boleh ada 
bahaya serta sesuatu yang membahayakan.  
Sedangkan  untuk  alasan  pengharaman  kedua,  yaitu  adanya  riba 
dalam  asuransi. Dalam hal ini penulis juga sepakat dengan alasan ini.  
Karena seperti kita telah ketahui bahwa riba haram hukumnya bagi umat 
Islam. Maka agar terjadi transaksi yang sesuai dengan syariah Islam maka  harus  
menghilangkan riba tersebut, dengan menginvestasikan dana dalam berbagai 
usaha yang sesuai dengan  hukum Islam. 
                                                            
10 Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam, h. 385.  
11 Murtadha Mutahhari, Pandangan  Islam  tentang  Asuransi  dan  Riba (cet. I; 
Bandung:  Pustaka Hidayah, 1995),  h. 294.  
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Untuk membuat asuransi yang sesuai dengan syariat Islam menurut 
Qardhawi  transaksi  asuransi  kecelakaan  dapat  diubah  kesebuah  transaksi 
yang  dekat  dengan  syariat  Islam,  yaitu  dalam  bentuk sumbangan  untuk 
mendapatkan  ganti‘.  Konkritnya,  seorang  nasabah  menyetorkan  sejumlah 
dana,  dengan  tujuan  agar  ia  mendapatkan  ganti  bila  terkena  musibah.  Bila 
asuransi  diubah  ke bentuk  seperti  ini  dan  perusahaan  yang  mengelolanya 
juga bersih dari riba,  maka hukumnya menjadi boleh. Sedangkan mengenai 
asuransi  jiwa,  menurut  beliau  asuransi  ini  benar-benar  jauh  dari  transaksi 
yang  dibenarkan oleh Islam.12 
Dalam hal ini M. A. Mannab kurang sependapat dengan Yusuf 
Qardhawi , menurut beliau jika asuransi kecelakaan dapat diubah kebentuk 
sumbangan maka asuransi  jiwa  juga bisa diubah ke bentuk serupa, dimana  
nasabah  menyetorkan  sejumlah  dana denga tujuan agar bila dia meninggal maka 
ahli warisnya akan mendapat  bantuan. Lagi  pula Islam mengakui keluarga 
sebagai suatu unit sosial dasar. Dalam Islam keluarga melahirkan dan 
membesarkan setiap anak dan setiap  anggota keluarga dianggap sebagai suatu 
kewajiban. Tiada suatu ketetapan  dalam Islam mencegah seseorang berusaha 
untuk melindungi tanggungannya.13 
Sebagai  akhir  dari  analisa  ini  penulis  ingin  menegaskan  bahwa 
Yusuf  Qardhawi  memang  mengharamkan asuransi,  tetapi  beliau  pada 
dasarnya tidak menolak ide asuransi tersebut. Karena menurut beliau dalam 
                                                            
12 Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam, h. 365 
13 M. A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima 
Yasa, 1997),  h. 302. 
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syariat  Islam  terdapat jaminan bagi setiap individu untuk mendapatkan bantuan 
ketika  tertimpa musibah. Misalnya jaminan bagi orang-orang yang dililit hutang 
(gharim) dalam pembagian zakat. Pada sebagian tafsir ulama salaf disebutkan  
bahwa termasuk gharim adalah  orang  yang  rumahnya terbakar,  orang  yang  
harta  daganganya  hanyut  terbawa banjir, atau yang sejenisnya.14  
Yusuf  Qardhawi sebagaimana telah dijelaskan dalam biografinya adalah 
ulama yang tidak mengikatkan diri pada madzhab fikih tertentu, tanpa fanatisme 
dan tanpa taklid. Karena menurut Yusuf Qardhawi pemecahan masalah fikih  
yang terbaik adalah yang paling jelas landasanya dan yang terdekat relevansinya 
dengan kondisi zaman.15 
Yusuf Qardhawi juga  menggalakkan ijtihad dan sangat menentang 
taklid,  sebab beliau hidup ketika masyarakat mengalami kemandegan. Hal ini 
merupakan langkah inovatif yang dilakukan oleh beliau untuk mendobrak  tatanan 
yang telah ada, dimana  kondisi umat terbelenggu oleh kejumudan.  
Seperti diketahui, Yusuf al-Qardhawi dalam menghadapi berbagai 
permasalahan selalu mengembalikanya kepada sumber pokok yaitu al-qur'an  dan 
as-sunnah. Menurutnya dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah  secara  
langsung  kita  akan  banyak  memperoleh  dalil-dalil  yang meringankan  dan 
memudahkan pengalaman syari‘at. Hal ini dikarenakan pengaruh pemikiran  
Hasan  al-Banna,  karena  Yusuf  Qardhawi  aktif  dalam pergerakan yang 
didirikan beliau yaitu Ikhwanul  Muslimin.  
                                                            
14Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam, h. 366 
15 Yusuf Qardhawi,  Haydul al-Islam:  Fatawa al-Mu‘ashirah, terj. Hamid al-Husaini. 
Fatwa-fatwa M utakhi, (Cet. IV; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000),  h. 8.  
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Seperti  telah  dijelaskan  diawal,  menurut  Qardhawi  asuransi  tidak 
sesuai  dengan  syari‘at  Islam.  Dimana  akad  dalam  asuransi  tidak  bisa 
disamakan  dengan  akad  dalam  transaksi  perdagangan  dan  kerjasama. Dalam  
keterangannya  beliau  memaparkan  terlebih  dahulu  pengertian asuransi  dan  
dari  pengertian  tersebut  beliau  beranggapan  bahwa  transaksi dalam asuransi 
jauh  dari watak perdagangan dan isytirak ta dhammun.16 
Sedangkan  alasan  pengharaman  asuransi  yang  paling  pokok  adalah 
karena  adanya  riba.  Pertama,  dalam  asuransi  nasabah  mengambil  dari 
perusahaan  asuransi  (jika  masa  yang  disepakati  telah  tiba)  seluruh  uang 
premi  yang  telah  dibayarkan  dengan  beberapa  tambahan.  Yang  kedua, 
perusahaan  asuransi  memutar kekayaan dalam  berbagai  usaha ribawi.17 
Dari  keterangan  tersebut,  bisa  dilihat  bahwa  dalam penetapan  
hukum  asuransi  Qardhawi  memakai  dasar  hukum  nash-nash yang  jelas dan 
pasti (qath‘i)  yaitu al-Qur‘an  dan hadis.  Pengharaman  riba  ini  tercantum  
dalam firman Allah:  
    
     
   
    
    
    
    
     
    
      
    
      
  
                                                            
16Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam, h. 383.  
17Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam, h. 366. 
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Terjemahnya: 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang 
yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS.Al Baqarah:275)18 
 
   
     
      
Terjemahnya: 
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 
dosa.(QS.  Al Baqarah: 276)19 
   
     
    
    
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. 
Al Baqarah: 278)20 
Dan juga sabda Rasulullah saw, yang artinya: 
“Allah  mengutuk  pemakan  riba,  pemberi  riba,  penulis  dan  dua 
saksinya“ 
 
                                                            
18 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya (Jakarta: Depag ,1971), h. 69 
19 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h.  69 
20 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h.  69 
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Seperti yang diketahui dalam  memberikan  fatwa  beliau selalu berusaha 
mempermudah dan menghindari yang tidak manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah 
ushul  fikih: Artinya: 
 
 
“Kesulitan  menarik  kemudahan“21 
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa umat Islam harus mengutamakan 
kemaslahatan umum, dan mengambil semua usaha yang dapat memudahkan  
perwujudan  kemaslahatan, serta  tidak diperbolehkan mengambil kesulitan yang  
dapat  mempersempit  ruang  titik  geraknya. Sehingga berakibat umat Islam jauh 
dari  perkembangan dan kemajuan. 
 Selain itu beliau juga selalu berusaha memberi pemahaman yang 
gampang ketika manusia sangat membutuhkan untuk mengetahui agamanya dan  
ingin tahu tentang halal dan haram dan juga memberikan kemudahan hukum  
untuk bisa dipraktekkan dan diaplikasikan. Hal ini terlihat dalam fatwanya tentang 
asuransi. Dalam penjelasanya beliau berusaha memberikan alasan  mengapa 
beliau menolak asuransi. Tetapi meskipun beliau menolak praktek  asuransi, 
beliau juga memberikan kemudahan dan solusi yaitu dengan  mengubah asuransi 
kecelakaan kebentuk sumbangan untuk mendapatkan ganti rugi,22  sehingga tidak  
bertentangan  dengan  syariat  Islam. 
                                                            
21Imam  Jalaluddin Abdurrahman Ibn  Abi  Bakar Suyuthi, Al-Asybah W a  An-
Nadzair Fi Al-Furu‘ (Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, t.th), hlm. 56. 
22 Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam,  h.385  
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Dengan  demikian  bisa  dikatakan  Yusuf  Qardhawi  juga  memiliki 
pemikiran  yang  moderat,  ini  terlihat  dalam  keterangan  diatas.  Beliau  tidak 
menolak  asuransi  secara  mutlak,  beliau  juga tidak  menerima  permasalahan 
apa  adanya,  artinya  beliau  tidak  membenarkan  suatu  permasalahan  hanya 
karena  masyarakat  membutuhkanya,  padahal  kita  tahu  hal  itu  tidak  sesuai 
dengan  syariat  Islam.  Bahkan  beliau  mencoba  mengambil  jalan  tengah 
dengan  cara  menyesuaikan  transaksi  asuransi  agar  sesuai  dengan  syari‘at 
Islam. Dalam mengambil jalan tengah  beliau  juga  mengemukakan landasanya,  
yakni  dalam  syariah  Islam ada  jaminan individu untuk mendapatkan bantuan  
ketika tertimpa musibah. Sebagaimana jaminan asuransi bagi ahli waris setelah 
ditinggal, sabda  Rasulullah:   
“Saya lebih berhak mengurus setiap muslim daripada dirinya sendiri. Barang 
siapa meninggalkan harta maka berikan kepada ahli warisnya  dan  barang 
siapa meninggalkan hutang atau tanggungan maka datanglah kepadaku“. 
Selain  itu dalam syariah Islam juga ada jaminan bagi gharim dalam 
pembagian zakat. Sebagian ahli  fikih  berpendapat bahwa  orang-orang seperti itu 
boleh  mendapatkan  bantuan  dari  harta  zakat  sehingga  kekayaanya  dapat 
kembali seperti semula,  sekalipun  jumlahnya banyak.23 
 Sedangkan  asuransi  jiwa  menurut  beliau  benar-benar  jauh  dari 
transaksi  yang dibenarkan  oleh  Islam. 24 Beliau  tidak  mengungkapkan  lebih 
jelas  mengapa demikian.  Hal ini sangat  betolak  belakang dengan  pedoman-
pedoman  beliau  dalam  berfatwa,  salah  satunya  adalah  bahwa  dalam berfatwa  
                                                            
23 Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam, h. 386 
24 Yusuf  Qardhawi,  Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam, h. 385 
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harus  disertai  penjelasan.  Penjelasan  disini  maksudnya  harus disertai  dalil-
dalil,  hikmah  dan  sebab-sebab  kelahiran  ketentuan  hukum tersebut.25  
C. Anlisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 21/DSN-
MUI/X/2001. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya 
mengenai pendapat salah satu ulama yaitu Yusuf al Qardhawi mengenai asuransi, 
bahwasanya beliau mengharamkan asuransi, akan tetapi ide tentang asuransi 
tersebut tidak ditolak oleh beliau, bahkan beliau mencoba memberikan solusi 
dalam asuransi. Begitu juga yang dilakukan oleh lembaga MUI, yang 
mengeluarkan fatwa tentang haramnya asuransi konvensional, dan kemudian 
menawarkan konsep asuransi yang sesuai dengan syariat Islam, sebagai jawaban 
terhadap berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap asuransi. 
Fatwa DSN sebagai fatwa keagamaan yang merupakan hasil pemikiran 
para ahli agama (Islam) tentu memberikan warna dan corak yang elegan tentang 
ajaran-ajaran Al-Quran dan al-Hadis, sehingga umat Islam akan mengetahui 
secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaannya. 
Kita tidak dapat membayangkan seandainya dalam kehidupan masyarakat tidak 
ada fatwa keagamaan niscaya masyarakat akan terombang-ambing oleh 
gelombang yang dahsyat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat modern 
sekarang ini. Tetapi sebaliknya jika ada fatwa keagamaan, maka manusia akan 
tentram dan mengetahui mana yang harus dikerjakan dalam proses perbedaan, 
maupun pergaulan hidup sesama antara umat manusia terutama dalam pergaulan 
                                                            
25Yusuf Qardhawi,  Haydul al-Islam:  Fatawa al-Mu‘ashirah, h. 65. 
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antara sesama umat Islam. 
Pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasari oleh 
ijtihad ulama ushul dalam menggali ajaran-ajaran Islam yang 
sesungguhnya. 26 Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan 
persoalan, langkah pertama yang ditempuh dalam penetapan hukum adalah 
mencari dalam Al-Quran. Kalau ketetapan hukumnya sudah ada dalam Al-Quran, 
maka ditetapkanlah hukum tersebut sesuai dengan ayat-ayatnya. Apabila tidak ada 
nashnya, tindakan selanjutnya adalah meneliti Al-Sunnah. Apabila dalam Al-
Sunnah tidak ada nashnya, maka para ulama ahli ushul fiqh menempuh jalan 
pemeriksaan putusan para mujtahidin yang menjadi ijma’ (kesepakatan bersama) 
dari satu masa ke masa tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya. Apabila  
tidak terdapat dalam ijma’, maka mereka berusaha dengan sungguh-sungguh dan 
mengeluarkan semua kemampuan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna 
menetapkan hukum.27 
Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan 
tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan 
tidak munculnya istilah asuransi atau al- ta’min secara nyata dalam Al-Quran. 
Walaupun begitu Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai 
muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar 
tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap 
peristiwa kerugian(peril) dimasa mendatang. 
                                                            
26 Rohadi Abdul Fatah, Analisa Fatwa Keagamaan dalam  Fikih Islam (Cet. I ; Jakarta 
:Bumi Aksara, 1991), h. 2. 
27 Muin Umar, Ushul Fiqh I (Jakarta : Depag RI, 1985),  h. 63.  
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DSN-MUI dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/VI/2001  tentang asuransi 
menggunakan dasar hukum Al-Quran, yakni QS.Al-Hasyr:18, QS. Al-Maidah: 1-
2, QS. An-Nisa’:29, 58, QS.Al-Maidah:90, QS.Al-Baqarah:275, 278-280. Ayat-
ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban memenuhi akad, tolong-menolong 
dalam amal kebajikan, memenuhi janji, membolehkan jual beli dan larangan riba. 
 
1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan: 
 
   
     
      
     
   
  
Terjemahnya:  
 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. al Hasyr Ayat. 18)28 
 
 
Dewan Syariah Nasional menggunakan dalil ini kerena memang jika di 
renungkan pada dasranya manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi 
kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidaktahuannya 
terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat 
memastikan bagaimana keadaannya pada waktu dikemudian hari (future time). 
Maka dari itu perlu ada perencanaan (planning) terhadap sesuatu yang belum 
terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian 
dimasa mendatang. 
Hal semacam ini memang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf as secara 
                                                            
28Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h.  919  
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jelas ketika menakwilkan mimpi raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang 
gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah SWT 
dalam QS.Yusuf:46-49. Ayat ini memberikan pelajaran berharga bagi manusia 
pada saat ini yang secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan secara 
matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit yang akan menimpanya pada 
masa datang. 
2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, yang menjadi 
lanadasan fatwa DSN, yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, 
antara lain: 
    
    
     
    
      
      
  
Terjemahnya:  
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya.(QS. al Maidah ayat 1).29 
 
 
Penafsiran ayat di atas berisi seruan untuk orang-orang yang beriman 
untuk menunaikan akad-akad perjanjian yang telah dibuatnya. Akad berasal dari 
bahasa Arab, al-aqd (bentuk jamaknya al-uqud), yang menurut bahasa berarti al-
rabthu yaitu ikatan atau mengikat. Persamaan kata akad ialah kesepakatan, 
kontrak dan transaksi. 
Akad menurut Wahbah Zuhaili ialah pertalian antara dua ujung sesuatu. 
                                                            
29 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h. 156 
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Jadi akad bagian dari perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan atau 
konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak lain yang 
terikat sehingga kita wajib memenuhi isi perjanjian akad tersebut.30 
Maka DSN-MUI mengutip ayat tersebut sebagai dasar fatwa dalam 
asuransi, karena dalam asuransi terdapat akad (ikatan) antara nasabah dan 
perusahaan asuransi. Isi kesepakatan itu menjadi hukum yang mengikat kedua 
belah pihak untuk mentaati, dan juga mengikat pihak lain untuk menghormati. 
Jadi perintah memenuhi janji adalah prinsip umum muamalah, yaitu prinsip-
prinsip yang harus ditegakkan dalam hubungan sesama manusia, baik dalam 
hubungan sosial maupun ekonomi. 
3. Surah Annisa 
      
   
     
     
      
   
   
Terjemahnya: 
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.?(QS. an Nissa ayat 58).31 
 
 
Makna adil dalam konteks asuransi artinya bahwa kedua pihak yang 
mengikat perjanjian wajib memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai 
segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek berasuransi. Kontrak 
                                                            
30M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah (Vol. III; Jakarta : Lentera Hati, 2002) , hlm. 7-
8. 
31 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h. 128. 
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asuransi seharusnya dibuat berdasarkan itikad baik. Karena itu kedua belah pihak 
tidak akan mempraktikkan penyembunyian fakta pokok resiko yang diketahuinya.  
4.  Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Saw 
   
   
    
   
     
  
  
  
  
  
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], 
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 
agar kamu mendapat keberuntungan”.(QS al Baqarah ayat 275).32 
 
 
 
    
     
    
    
    
  
Terjemahnya: 
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(QS. al Baqarah ayat 279).33 
 
     
     
      
    
  
Terjemahnya: 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
                                                            
32 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h. 69 
33Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h.  70  
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tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.( QS. al 
Baqarah ayat 280)34 
 
    
   
    
      
     
      
  
 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.(QS. an Nisa ayat 29).35 
 
 
“Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli yang 
mengandunggharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan 
IbnuMajah). 
 
Ayat-ayat dan hadis-hadis diatas menerangkan persoalan tentang 
kebolehan jual beli dan diharamkan riba. Dalam ayat diatas kandungannya tidak 
saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan 
mengancam mereka. 
Jik mengambil landasan dari ayat diatas maka dapat dirumuskan prinsip-
prinsip dalam bermuamalah sebagai berikut : 
a. Harus memenuhi akad perjanjian yang telah dibuat. 
b.  Dalam muamalah Harus ditegakkan prinsip tolong menolong(mu’awanah) 
dalam rangka mewujudkan kebaikan 
c. Harus memenuhi janji jika telah dibuat suatu perjanjian yang halal dan 
larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil. 
                                                            
34 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h. 70 
35 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h.  122 
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d. Mencari keuntungan dengan cara jual beli diperbolehkan. Sedangkan 
mengambil keuntungan dengan cara riba adalah haram36 
5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam 
perbuatan positif, antara lain 
    
    
    
     
  


   
Terjemahnya: 
“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya”.(QS. al Maidah ayat 2) 37 
 
 
“Dari Nu’man bin Basyir bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perumpamaan 
orang beriman dalam kasihsayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan 
tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan 
turut menderita” (HR. Muslim) 
 
 
“Dari Abu Musa al-Ansyari bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seorang 
Mukmin dengan Mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian 
menguatkan bagian yang lain” (HRMuslim) 
 
 
“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali 
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 
(HR. Tirmidzi)” 
 
 
Ayat di atas menerangkan tentang perintah tolong-menolong dalam 
kebaikan dan takwa dan larangan membuat kejahatan. Tolong menolong 
(ta’awun/mu’awanah) adalah prinsip kehidupan manusia yang universal, 
                                                            
36M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, h. 588-589. 
37 Depag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya,  h. 156. 
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siapapun, kapanpun dan dimanapun, akan mengakui prinsip ini. Karena manusia 
tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, maka prinsip ini juga harus 
ditegakkan dalam bekerja dan mengembangkan bisnis syariah.38 
Dalam bisnis asuransi, nilai tolong-menolong terlihat dalam praktik 
kerelaan anggota(nasabah)perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar 
digunakan sebagai dana social (tabarru). Dana sosial ini berbentuk rekening 
tabarru pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong nasabah yang 
sedang mengalami musibah(peril). 
Allah menciptakan manusia dimuka bumi sebagai khalifah (wakil Allah) 
yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan dimuka bumi (QS.al-Baqarah 
[2]:30). Tugas tersebut erupakan beban yang berat bagi seorang manusia. Karena 
statusnya sebagai wakil Allah(khalifah), manusia dituntut untuk memberikan 
kemakmuran dan ketentraman di alam semesta, bukan sebaliknya yang seperti 
diprediksikan(dikhawatirkan) oleh malaikat sebagai makhluk yang membawa 
bencana atau malapetaka diatas permukaan bumi. 
Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa 
keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau 
sesamanya. Solusinya adalah tolong-menolong(ta’awun)antar sesamanya dalam 
kebaikan dan didasari atau nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan 
suatu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya 
diatas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong-menolong(ta’awun), 
manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah SWT 
                                                            
38 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah,  h.  9-10. 
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kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dan 
berlakunya asuransi syariah.39 
 Kaidah fiqh yang menegaskan tentang asuransi syariah dibawah ini 
merupakan prinsip yang harus ada dalam berasuransi tapi masih bersifat umum. 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukankecuali ada dalil 
yang mengharamkannya.” 
”Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.” 
“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.” 
Mengambil dasar pada maslahah mursalah. Karena maksud dan tujuan 
dari maslahah mursalah menurut syariat Islam tidak lain untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak kemudharatan atau 
kesusahan. Artinya metode tersebut lebih dahulu mengutamakan kemanfaatan 
(kemaslahatan) atau kebaikan ketimbang kemudharatan. mengambil dasar pada 
maslahah mursalah. Karena maksud dan tujuan dari maslahah mursalah menurut 
syariat Islam tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik 
manfaat dan menolak kemudharatan atau kesusahan. Artinya metode tersebut 
lebih dahulu mengutamakan kemanfaatan (kemaslahatan) atau kebaikan 
ketimbang kemudharatan. 
Dari sinilah, walaupun asuransi syariah tidak terdapat dalam Al-Quran 
dan juga hadis secara eksplisit, namun secara implisit asuransi syariah tetap 
ditemukan dalam sistem hukum Islam. Islam memberikan aturan hukum yang 
dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun 
                                                            
39 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2003),  h.  
47. 
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sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber 
tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad.40 
Mengenai Fatwa DSN-MUI dalam persoalan asuransijika dipandang dari 
segi maslahat al mursalah, bahwa kehidupan di dunia senantiasa dihadapkan pada 
dua kondisi yang berbeda, seperti antara siang dan malam, sehat dan sakit, untung 
dan rugi bahkan hidup dan mati. Manusia senantiasa dihadapkan pada salah satu 
dari kondisi tersebut secara spekulatif (ketidakpastian). Manusia hanya dapat 
berusaha untuk mencapai apa yang menjadi pilihannya, namun ketentuan tetap 
menjadi hak mutlak dari Allah. 
Asuransi sebagai salah satu alat untuk menanggulangi risiko dan 
kerugian tidak langsung bisa diklaim bahwa ia adalah termasuk suatu yang wajib 
dilaksanakan, namun perlu dilihat faktor-faktor lain yang terkait. Karena pada 
prinsipnya, suatu perintah adalah menunjukkan kewajiban kecuali ada dasar-dasar 
lain yang mengatakan sebaliknya.41 
Nash-nash Al-Quran dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan 
tentang asuransi syariah. Tetapi untuk memahami asuransi syariah dapat 
dikembalikan dan didasarkan pada prinsip- prinsip asuransi syariah, karena 
adanya prinsip-prinsip asuransi itu yang menjadi pembeda dengan asuransi yang 
lain, begitu juga dengan akad dalam asuransi syariah. 42  Tetapi hanya 
kemaslahatan yang menjadi tujuan tasyri’ al-hukm dalam Islam, yang dalam 
                                                            
40 Suwardi Kepada Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 4 
41 Muhammad Abu  Zahrah, Ushul Fiqih (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 1999), h. 
336. 
42 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 50. 
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hukum Islam dirumuskan dalam konsep mashlahah mursalah yang merupakan 
salah satu metode untuk merealisasikan tujuan syariah yaitu: 
1. Mengenai keselamatan keyakinan agama 
2. Keselamatan jiwa 
3. Keselamatan akal, 
4. Keselamatan keluarga dan keturunan 
5. Keselamatan harta benda43 
 
Manfaat adanya usaha asuransi tidak hanya dinikmati/dirasakan oleh 
mereka yang berhubungan langsung dengan usaha asuransi (pemegang polis, 
perusahaan asuransi, dan orang yang terlibat didalamnya), tetapi juga dinikmati 
oleh seluruh anggota masyarakat. Misalnya, dalam usaha transportasi yang 
memang sering dihadapkan pada kemungkinan terjadi tabrakan. Jika beban 
kerugian finansial yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut harus dipikul 
sepenuhnya oleh pemilik jasa transportasi, maka akan menimbulkan kekhawatiran 
dan ketakutan untuk terjun kedalam bidang usaha yang penuh resiko tersebut. 
Konsekuensinya, pelayanan-pelayanan umum yang penting akan jarang diperoleh 
oleh masyarakat, yang sangat merugikan kepentingan-kepentingan umum. 
Sebaliknya jika beban kerugian finansial tersebut sudah ditanggung oleh 
perusahaan asuransi, maka banyak orang yang akan bersedia menerjuni kegiatan-
kegiatan.44 
Menurut hemat penulis bahwa asuransi jika ditinjau dari mashlahah 
                                                            
43Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih , h. 425. 
44Ismanto Kuat,  Asuransi Syariah (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2000), h. 34.  
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secara tingkatannya masuk pada mahslahat hajiyat (sekunder). Dengan adanya 
asuransi dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain sebagai 
berikut: 
a. Rasa aman dan perlindungan. 
Peserta asuransi berhak memperoleh klaim(hak peserta asuransi) yang 
wajib diberikan oleh peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 
Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin 
timbul. 
b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.  
Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin 
besarkerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi 
pertanggungannya. 
c. Berfungsi sebagai tabungan.  
Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. 
Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. 
Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan 
ingin mengundurkan diri sebelum masa reversin period, maka dana yang 
dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah 
diniatkan untuk tabarru’(dihibahkan) 
d. Alat penyebaran resiko. 
Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai 
bentuk saling tolong-menolong dan membantu diantara mereka. 
Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahan asuransi akan 
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melakukan investasi sesuai dengan syariah. 
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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari bebagai uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada dasarnya asuransi syariah dan  asuransi konvesional hanya memiliki 
perbedaan sangat sedikit, hanya pada akadnya yang terdapat pada 
akadnya, yaitu akad keduanya berdasarkan keridhaan masing-masing 
pihak, serta keduanya memberika jaminan keamanan bagi para anggota, 
kemudian kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat terus. Sedangkan 
perbedaan yang paling mendasar antar keduanya yaitu perbedaan dasar 
hukum serta konsep yang dimiliki. Dasar hukum dari asuransi syariah di 
ambil dari al Qur’an, al Sunnah dan ijtihad para ulama sedangkan asuransi 
konvensional mengambil dasar hukumnya hanya dari pemikiran manusia, 
kemudian konsep yang digunakan asuransi syariah berdasarkan konsep 
untuk saling tolong menolong sebagaimana yang diajarkan dalam al 
Qur’an, sedangkan asuransi konvensional hanya berdasarkan kepada 
konsep komersial belaka. 
2. adapun pendapat Yusuf al Qardhawi tentang asuransi adalah haram baik 
itu baik asuransi kecelakaan maupun maupun asuransi jiwa, namun pada 
dasarnya beliau tidak menolak asuransi secara mutlak, pengharaman 
beliau terhadap asuransi didasarkan terhadap teransaksi dalam asuransi 
konvensional tidak sesuai dengan transaksi perniagaan dan kerja sama. 
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Dan juga dalam perusahaan asuransi konvensional memutar uang dalam 
bentuk ribawi. Tapi meskipun menentang beliau tidak menolak dengan ide 
asuransi itu, menurut beliau, asuransi kecelakaan menurut beliau bisa di 
ubah kesebuah asuransi yang lebih dekat dengan syariat Islam. Sedangkan 
asuransi jiwa menurut beliau benar-benar jauh dari transaksi yang di 
benarkan syriat. Namun jika asuransi kecelakaan bisa dirubah maka begitu 
juga dengan asuransi jiwa, melihat asuransi jiwa sangat besar manfaatnya 
untuk keturanan atau ahli waris sebagai pegangan. 
3. Dasar hukum DSN-MUI dalam fatwahnya tentantang asuransi syariah 
menggunakan metode penemuan hukum dengan berdasar kepada al 
Qur’an, hadits dan kaedah fiqhiyah, meskipun tidak menyingngung secara 
langsung tapi dalil tersebut bisa dijadikan sebagai dasar hukum kebolehan 
dari asuransi syariah, apalagi jika di pandang dari konsep maslahah al 
mursalah. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Hendanya kita harus senantiasa memperhatikan transaksi yang boleh dan 
dilarang oleh agama bukan hanya menilai dari segi keuntungannya. 
2. Melihat pendapat Yusuf al Qardhawi yang mengaharamkan asuransi maka 
hendaknya kita lebih selektif dalam memilih. 
3. Dalam mengamalkan aturan fiqih hendaknya tidak taklid menerimanya 
secara instan, begitu juga dengan masalah asuransi hendaknya kita harus 
lebih kritis dalam menanggapinya. 
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Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-
MUI/X/2001, tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah 
Menimbang : 
a. Bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya meng-antisipasi 
kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan 
dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. 
b. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat 
dilakukan melalui asuransi. 
c. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan 
baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara 
aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. 
d. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan 
masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang asuransi yang berdasarkan prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman 
oleh pihak-pihakyangmemerlukannya. 
Mengingat: 
• Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan: Hai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 
yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr 
[59] : 18). 
• Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus 
dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain: 
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Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
(QS. Al-Maidah [5] : 1) 
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan. (QS. Al-Maidah [5] : 90 ) 
Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. 2: 275). 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 
(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Qs. 2 : Al-baqarah : 
278). 
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, 
bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah [2] : 279) 
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 
sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 
lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2] : 280) 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa [4] : 29). 
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• Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan 
positif, antara lain : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat 
berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5] : 2). 
• Hadis-hadis Nabi S.A.W tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain: 
• “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah 
akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim dari 
Abu Hurairah). 
• “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan 
mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka 
bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir) 
• “Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian 
menguatkan bagian yang lain” (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari). 
• “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi 
dari ‘Amr bin ‘Auf). 
• “Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat 
ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari & Muslim dari 
Umar bin Khattab). 
• “Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, 
Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). 
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• “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam 
pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari). 
• “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan 
orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu ‘Abbas dan Malik dari Yahya). 
• Kaidah Fiqh yang menegaskan: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
• “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.” 
• “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.” 
Memperhatikan: 
1. Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabiuts Tsani 
1422 H / 4 - 5 Juli 2001 M. 
2.  Pendapat dan saran peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada 
Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H / 09 April 2001. 
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 25 
Jumadil Awwal 1422 H / 15 Agustus 2001 dan 29 Rajab 1422 H / 17 
Oktober 2001. 
Dewan Syari’ah Nasional Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN 
UMUM ASURANSI SYARIAH 
Pertama : Ketentuan Umum 
1. Asuransi syariah (ta’min, takful atau tadhamun) adalah usaha saling 
melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui 
investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola 
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pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) 
yang sesuai dengan syariah. 
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah 
yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm 
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. 
3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan 
komersial. 
4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan 
kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. 
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana 
kepada perusahaan asuransi seuai dengan kesepakatan dalam akad. 
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajb diberikan oleh perusahaan 
asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 
Kedua : Akad dalam asuransi 
1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad 
tijarah dan/atau akad tabarru’. 
2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. 
Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. 
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan: 
a. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan; 
b. Cara dan waktu pembayaran premi; 
c. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, 
sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan 
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Ketiga : Kedudukan para pihak dalam akad tijarah & tabarru’ 
1. Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib 
(pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis). 
2. Dalam akad tabarrru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan 
digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan 
perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. 
Keempat : Ketentuan dalam akad tijarah & tabarru’ 
1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak yang 
tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan 
kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. 
2. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah. 
Kelima : Jenis asuransi dan akadnya 
1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan 
asuransi jiwa. 
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan 
hibah. 
Keenam : Premi 
1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad 
tabarru. 
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat 
menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan 
tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak 
memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. 
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3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan 
hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. 
4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru dapat diinvestasikan. 
Ketujuh : Klaim 
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. 
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. 
3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan 
merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. 
4. Klaim atas akad tabarru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban 
perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. 
Kedelapan : Investasi 
1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana 
yang terkumpul. 
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. 
Kesembilan : Reasuransi 
Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi 
yang berlandaskan prinsip syariah. 
Kesepuluh : Pengelolaan 
1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga 
yang berfungsi sebagai pemegang amanah. 
2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana 
yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah). 
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3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana 
akad tabarru’ (hibah). 
Kesebelas : Ketentuan tambahan 
1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh 
DPS. 
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyarawah. 
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 17 Oktober 2001 
 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua, 
 
K.H. M.A. Sahal Mahfudh 
Sekretaris 
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